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PROVINSI SULAWESI UTARA 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON 

NOMOR 9 TAHUN 2022 

 

 TENTANG  

 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA TOMOHON, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2023; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota 

Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

 

 

4.  Peraturan . . . 

SALINAN 
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  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 590); 

  6. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota 

Tomohon Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon 

Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tomohon 

Tahun 2019 Nomor 5); 

  7. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Tomohon 

Tahun 2021 Nomor 4); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

 

 

2.  Rencana . . . 
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2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung 

sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

4. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas 

maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat 

daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja 

perangkat daerah. 

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 

perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun. 

8. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah unsur 

perencana penyelenggaraan pemerintahan yang 

melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, 

mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, 

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah. 

9. Daerah adalah Kota Tomohon. 

 

 

BAB II 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

 

Pasal 2 

 

(1) RKPD tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 

a. Bab I : Pendahuluan; 

b. Bab II : Gambaran umum kondisi Daerah; 

c. Bab III : Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; 

 

 

d.  Bab IV . . . 
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d. Bab IV : Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; 

e. Bab V : Rencana kerja dan pendanaan Daerah 

jangka waktu 1 (satu) tahun; 

f. Bab VI : Kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

Daerah; 

g. Bab VII : Kebijakan pemulihan ekonomi dalam 

penanganan dampak pandemi corona virus 

disease 2019 di Daerah; dan 

h. Bab VIII : Pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan 

politik Daerah. 

(2) Ketentuan mengenai rincian RKPD tahun 2023 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 3 

 

RKPD tahun 2023 dijadikan sebagai: 

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir 

Renja Perangkat Daerah; dan 

b. pedoman penyusunan rancangan KUA dan rancangan 

PPAS. 

 

 

BAB III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 4 

 

(1) Kepala Bapelitbangda melakukan pengendalian dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2023. 

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. pengendalian kebijakan; 

b. pengendalian pelaksanaan; dan 

c. evaluasi hasil. 

 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Tomohon. 

 

 

Ditetapkan di Tomohon 

pada tanggal 5 Juli 2022 

 

WALIKOTA TOMOHON, 

 

     ttd. 

 

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK 

 

 

Diundangkan di Tomohon 

pada tanggal 5 Juli 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON, 

 

          ttd. 

 

EDWIN RORING 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2022 NOMOR 9 

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON, 

 
 

 
 

B. R. MAMBU, S.H., M.H. 
NIP. 19880626 201001 1 002 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan 

pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan Pembangunan Daerah 

adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan 

pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna 

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu 

tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 

(lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 

1 (satu) tahun. 

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja 

Perangkat Daerah, juga berpedoman Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2023. Rancangan RKPD disusun berpedoman pada 

RPJMD, rancangan RKPD Provinsi, RKP, Program Strategis Nasional, dan Pedoman 

Penyusunan RKPD. 

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah 

yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai 

penyusunan anggaran. Dokumen RKPD Kota Tomohon Tahun 2023 disusun sesuai 

dengan ketentuan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 16 dengan tahapan:  

a. Persiapan penyusunan;  

b. Penyusunan rancangan awal; 

c. Penyusunan rancangan; 

d. Pelaksanaan Musrenbang  

e. Perumusan rancangan akhir; 

f. Penetapan
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Muatan dalam dokumen RKPD merupakan penjabaran secara operasional 

per tahun dari dokumen RPJMD, yang juga memuat sasaran dan prioritas 

pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat 

Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang 

mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.  

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 

Tahun 2022 dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; 

prioritas pembangunan daerah; rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 

1 (satu) tahun; serta kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak 

pandemi Covid-19 yang juga tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengarahkan Pemerintah Daerah untuk 

memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak 

penularan Covid-19.  

RKPD Kota Tomohon Tahun 2023 digunakan sebagai bahan evaluasi serta 

dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS), bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023. 

 

I.2 DASAR HUKUM  

 Dasar hukum yang dijadikan pedoman yang secara langsung terkait dengan 

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2023 

adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 

Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30);  

2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421);  

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438);  

5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  
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6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 183 Tahun 2019, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);  

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas System Keuangan Untuk 

Penanganan Corona Virus Desease Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas 

Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 134 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485); 

9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5941); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses 

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065); 

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 20l9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6323; 

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;  

21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan 

Stunting, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172,  

22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) sebagai Bencana Nasional;  

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

994);  

24. Peraturan Menteri Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 157); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah;  

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan 

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Nomor 

288 Tahun 2020); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan 

Penyelearasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia 

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan  Provinsi dan Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor 794 Tahun 2020); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Nomor 1781 Tahun 2020); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal 

33. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan 

Stunting terintegrasi Tahun 2022; 

34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara 2005 – 2025;  

35. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 – 2034; Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara Tahun 2014 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara 1/2014);  

36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

2016 – 2021;  

37. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana 

Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Tomohon Tahun 2016-2031 

38. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Tomohon Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota 

Tomohon Tahun 2013 Nomor 21);  

39. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025 

(Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 27) 

40. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 

2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 Nomor 4); 

41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 

Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 
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I.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan merupakan keterkaitan 

program strategis antar dokumen. Dalam sistem perencanaan pembangunan dan 

sistem keuangan negara, keterkaitan dimaksud telah diatur di dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1. Posisi dokumen RKPD sebagai 

dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dokumen 

RPJMD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD). RKPD tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun 

Renja Perangkat Daerah, yang juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) 

Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah dimaksud selanjutnya akan menjadi 

bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD 

diselaraskan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional. 

Dokumen RKPD sebagaimana telah disebutkan di atas, menjadi pedoman dalam 

penyusunan dokumen KUA PPAS dan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) 

sebelum menjadi APBD. Sedangkan dokumen Renja Perangkat Daerah akan 

mendasari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, 

sebelum akhirnya menjadi Rincian APBD. 

Gambar 1.1 

Korelasi antar dokumen perencanaan 

 
 

Dokumen-dokumen perencanaaan yang bersifat a-spasial sebagaimana tersebut di 

atas, perlu disinkronkan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, seperti 

dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Rencana Tata Ruang 

(RTR) Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan 

dokumen RTRW Daerah, Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi 

(PZ), serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Selain itu, perlu juga diselaraskan 

dengan Dokumen-dokumen RTR dari Daerah Tetangga. Dalam hal, posisi 
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penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan berpedoman 

dengan RPJPD. Di samping itu, dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam 

penyusunan RPJPD dan RPJMD. Dengan demikian, korelasi antara RKPD dengan 

dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan 

dokumen antara RPJPD dan RPJMD, yang sama-sama diacu oleh RKPD. Konstelasi 

hubungan antara dokumen spasial dan a-spasial, sebagaimana dijabarkan di atas 

dapat dilihat pada gambar 1.2 

Gambar 1.2 

Korelasi antar dokumen perencanaan spasial dan a-spasial 

 
 

I.4 MAKSUD DAN TUJUAN 
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2023 

dimaksudkan sebagai upaya: 

a. Menjabarkan arahan umum  RPJMD terkait arah dan langkah kebijakan dalam 

rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah 

Daerah Kota Tomohon di Tahun 2023  

b. Menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas pembangunan 

daerah Tahun 2023, yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan 

tahunan nasional dan provinsi.  

c. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan menentukan indikasi 

besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 

2023.  

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon 

Tahun 2023 adalah: 

1. Menyediakan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kota Tomohon dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) 

Perangkat Daerah Tahun 2022. 
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2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) 

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kota 

Tomohon Tahun 2022 sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota 

Tomohon Tahun 2022. 

 

I.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD 
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 

2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

  

BAB I : PENDAHULUAN 
Memuat Latar Belakang Penyusunan RKPD, Dasar Hukum 
Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan 
Penyusunan RKPD, dan Sistematika Dokumen RKPD. 

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
Memuat Koondisi Umum Daerah yang meliputi Aspek Geografi 
dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek 
Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah, Evaluasi 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 
Berjalan dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan 
Pembangunan Daerah.  

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH  
Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan 
Keuangan Daerah. 

BAB  IV : SASARAN DAN PRIORITAS  PEMBANGUNAN DAERAH 
Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas dan 
Sasaran Pembangunan Daerah. 

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH  
Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang 
disusun berdasarkan urusan wajib dan pilihan.  

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 

BAB VII : KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENGANAN 
DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DIASE 2019 DI DAERAH 

BAB VIII : PELAKSANAAN URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
DAERAH 

BAB XI : PENUTUP 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

 
KONDISI UMUM DAERAH 
2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah Kota Tomohon 

1) Luas dan batas wilayah administrasi 
Kota Tomohon memiliki luas wilayah sebesar 169,10 km² atau 16,910 Ha dan luas 

wilayah menurut kecamatan adalah: Tomohon Utara dengan luas 60,06 km²; 

Tomohon Selatan dengan luas 34,70km²; Tomohon Tengah dengan luas 16,51 km²; 

Tomohon Timur dengan luas 13,99 km²; dan Tomohon Barat dengan luas 43,84 

km². 

Gambar 2.1. 

Peta Kota Tomohon 

 
Sumber: Peta Administrasi dalam rancangan Perda RTRW Kota Tomohon yang 

telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Batas 

Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon (Rekomendasi Peta RTRW oleh BIG, 23 

Agustus 2019).
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Secara administrasi, Kota Tomohon terdiri dari lima Kecamatan dan 44 

Kelurahan. Adapun batas-batas wilayah Pemerintahan Kota Tomohon adalah 

sebagai berikut: a) Sebelah Utara: merupakan wilayah Kecamatan Tomohon Utara 

yang berbatasan dengan Kecamatan Pineleng dan Kecamatan Tombulu Kabupaten 

Minahasa; b) Sebelah Timur: merupakan wilayah Kecamatan Tomohon Timur yang 

berbatasan dengan Kecamatan Tombulu dan Kecamatan Tondano Utara 

Kabupaten Minahasa; c) Sebelah Selatan: merupakan wilayah Kecamatan 

Tomohon Selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Sonder dan Kecamatan 

Remboken Kabupaten Minahasa; dan d) Sebelah Barat: merupakan wilayah 

Kecamatan Tomohon Barat yang berbatasan dengan Kecamatan Tombariri dan 

Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. 

2) Letak dan Kondisi Geografis 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

batas Daerah Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. 

Letak geografis Kota Tomohon berada pada 1°24’18,479” Lintang Utara dan 

124°43’52,457” Bujur Timur, 1°14’33,154” Lintang Utara 124°54’34,191” Bujur 

Timur.  

Tabel 2.1 
Luas Wilayah dan Kecamatan Kota Tomohon 

No Kecamatan Luas Wilayah 
 (૛࢓࢑)

Persentase 
(%) 

1 Tomohon Utara 60,06 35 

2 Tomohon Selatan 34,70 21 

3 Tomohon Barat 43,84 26 

4 Tomohon Timur 13,99 8 

5 Tomohon Tengah 16,51 10 

Total 169,1 Km2 100 % 

Sumber Data : Permendagri 12 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Kota Tomohon 

dan Kabupaten Minahasa di Sulawesi Utara 

Luas wilayah Kota Tomohon secara kseluruhan berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Kota Tomohon 

dan Kabupaten Minahasa di Sulawesi Utara sebesar 169,1 km2, yang terdiri dari 5 

kecamatan. 

3) Kondisi Topografi 
Kota Tomohon memiliki lereng perbukitan yang terjal hingga sangat terjal 

dengan kemiringan lereng bervariasi antara 30–45°. Kota Tomohon terletak pada 

elevasi antara 300 m dpl dan 1.372 m dpl. Titik terendah terletak di daerah sebelah 

utara Kelurahan Tinoor dan titik tertinggi terletak di puncak Gunung Lokon. Titik 

tertinggi lainnya terletak di Gunung Tampusu (1.206 m dpl), Kasuratan (1.059 m 

dpl), dan Masarang (1.262 m dpl).  
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Tabel 2.2 
Tinggi Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kota Tomohon 

No Kecamatan Tinggi 
Wilayah 
(mdpl) 

1 Tomohon Utara 800 

2 Tomohon Selatan 779 

3 Tomohon Barat 757 

4 Tomohon Timur 806 

5 Tomohon Tengah 788 

Sumber: BPS Tomohon (TDA Tahun 2022) 

Wilayah Kota Tomohon memiliki karakteristik pegunungan dan membentang 

dari barat ke timur. Terdapat dua Gunung Berapi yang masih aktif mengapit Kota 

Tomohon, yaitu Gunung Lokon dan Gunung Mahawu. Gunung tertinggi di Kota 

Tomohon adalah Gunung Lokon yang memiliki ketinggian 1.580 meter. 

4) Kondisi Geologi 
Menurut Peta Geologi Lembar Manado Sulawesi Utara, skala 1 : 250.000 

(Effendi 1976), daerah perencanaan termasuk dalam formasi geologi Batuan 

Gunung Api Muda (Qv). Formasi batuan gunung api muda memberikan bentukan 

kerucut volkan dengan beberapa kaldera membentuk lereng volkan yang berteras-

teras, terutama pada volkan yang telah mangalami erupsi seperti Gunung Mahawu, 

Gunung Masarang, Gunung Tampusu dan Gunung Lengkoan. Pada tebing-tebing 

terjal sering muncul tuf Tondano karena lapisan bahan volkan muda tersebut 

terkikis. Pada grup ini dijumpai beberapa kaldera kecil dan sumber air panas (hot 

spring) dan uap belerang. Di daerah Lahendong-Kasuang dijumpai sisa dinding 

kaldera berbentuk sabit yang di dalamnya antara lain terdapat Kaldera Linau dan 

Pangolombian. Litologi/bahan induk tanah Kota Tomohon pada umumnya abu dan 

tuf volkan andesit yang berasal dari beberapa kali erupsi Gunung Lokon, Gunung 

Masarang, Gunung Mahawu dan Kaldera Linau (Pusat Penelitian Tanah dan 

Agroklimat 1995). Bahan umumnya berdebu-berlempung, berwarna gelap di 

lapisan atas dan kekuningan di lapisan bawah, gembur. Bahan dari erupsi Gunung 

Lokon memperlihat susunan lapisan abu-pasir/cinder-abu-pasir/cinder-abu/tuf. 

Sedangkan bahan dari Mahawu dan Masarang lapisannya terdiri atas abu-

pasir/cinder-abu/tuf. 

5) Kondisi Hidrologi 
Kondisi hidrologis di Kota Tomohon pada umumnya sangat baik, dimana 

ketersediaan air yang ada sangat mencukupi untuk kebutuhan masyarakat baik 

untuk dikonsumsi (air bersih untuk minum) maupun digunakan untuk aktivitas 

sehari-hari. Demikian juga ketersediaan air untuk kebutuhan pengairan atau 

aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan produksi sangat memadai. 
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Di Kota Tomohon mengalir beberapa sungai antara lain Sungai Ranowangko, 

Sungai Sapa, Sungai Ranoesem, dan Sungai Pasahapen yang bergabung dengan 

Sungai Malalayang. Kota Tomohon juga memiliki tiga danau besar yaitu Danau 

Linow, Danau Pangolombian dan Danau Tampusu. Danau Linow menjadi tempat 

Pariwisata karena keindahannya serta memiliki biota air yang endemik. Danau 

Pangolombian pada bagian outletnya di buat bendungan dan dialirkan untuk 

dimanfaatkan sebagai air irigasi (kebutuhan pertanian, peternakan dan 

perikanan), sebagai kebutuhan MCK masyarakat Pangolombian dan dari Danau 

Pangolombian diambil ikannya oleh penduduk Pangolombian. Juga untuk 

kebutuhan air PLN dalam hal ini PLTP Lahendong. 

Danau Linow memiliki pH (keasaman air) yang berbeda-beda. Hasil 

pengukuran di bagian barat mempunyai pH 2-3. Hal tersebut disebabkan oleh 

adanya solfatara yang terdapat di sekitar Danau Linow bagian barat dan utara, 

sedangkan di bagian timur mempunyai pH 6-7 karena adanya masukan air dari 

Sungai Pangolombian yang mempunyai pH 7,2 (Data Pertamina, Juli 2005). 

Selanjutnya di bagian selatan pH air danau berkisar 4-5. Hasil pengukuran PT 

Pertamina (Persero) Area Geothermal Lahendong Tahun 2002 menunjukkan bahwa 

pH air Danau Linow dibagian selatan adalah 5,6. Hal ini antara lain disebabkan 

oleh adanya aliran air dari bagian utara Danau Linow. Pengukuran di lokasi 

pariwisata pada 3 (tiga) titik sampel yang berbeda diperoleh data pH berurutan 

yaitu 2,24; 2,53 dan 2,79. Rendahnya pH air tersebut, disebabkan oleh adanya 

solfatara di sekitarnya. Berdasarkan peta Hidrogeologi Indonesia lembar 

Kotabunan dan Manado skala 1 : 250.000 (Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan 

Tomohon 1994), kondisi air tanah dan produktifitas akuifer di Kota Tomohon 

adalah sebagai berikut:  

a. Akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir:  

Akuifer setempat, akuifer produktif dengan keterusan sangat beragam, 

umumnya air tanah tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah. 

Debit pemunculan air tanah pada tempat tertentu dapat mencapai 100 l/det. 

Pada umumnya tersebar hampir di semua daerah di Tomohon. 

Akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas, muka air tanah bebas 

beragam, lebih dari 5 m di bawah muka tanah, debit pemunculan air tanah 

dapat mencapai lebih dari 500 l/detik. Akuifer ini terdapat di sepanjang jalur 

jalan Tumatangtang – Kakaskasen.  

b. Akuifer (bercelah atau sarang) produktif kecil dan daerah air tanah langka 

menempati daerah-daerah perbukitan/pegunungan Lokon, Mahawu, 

masarang dan Tampusu.  

Selain mata air dengan kondisi air yang dingin, di Kota Tomohon 

bemunculan beberapa mata air panas yang sebagian besar terdapat di daerah 
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sekitar Lahendong, Pangolombian, Tondangow dan sekitar Kinilow. Mata air panas 

sangat potensial sebagai obyek wisata terutama di lahendong yang mengandung 

belerang. Teridentifikasi pula beberapa mata air berada pada pusat-pusat kegiatan 

permukiman dan pusat-pusat pengembangan jasa pariwisata. Dalam 

perkembangan Kota Tomohon kedepan bukan mustahil akan mengganggu atau 

malah merusak wilayah-wilayah resapan dan mata air. Kecenderungan saat ini 

memperlihatkan mulai terjadi penurunan debit air pada beberapa mata air yang 

ada. 

6) Kondisi Klimatologi 
Iklim normal Kota Tomohon dipengaruhi oleh pegunungan di sekitarnya, 

sehingga cuaca yang terbentuk sejuk dan lembap. Pada beberapa tahun terakhir 

Kota Tomohon mengalami perubahan suhu, serta musim hujan yang lebih panjang 

dari biasanya. Pada tahun 2021, jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada bulan 

Desember dengan curah hujan sebesar 502,40 mm.  

Gambar 2.2 
Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Tomohon 

 
Sumber BPS Kota Tomohon (TDA 2022) 

Sedangkan untuk jumlah hari hujan paling sedikit pada bulan Agustus 2021. 

7) Pengunaan Lahan 
Penggunaan lahan di Kota Tomohon didominasi oleh kawasan budidaya 

dengan luas sekitar 116,21 Km²  dan kawasan lindung sebesar dari luas total 

lahan/wilayah Kota Tomohon, sedangkan luas kawasan lindung 52.82 Km². 

Penggunaan lahan di Kota Tomohon didominasi oleh kawasan budidaya 

dengan luas sekitar 116,21 Km²  dan kawasan lindung sebesar dari luas total 

lahan/wilayah Kota Tomohon, sedangkan luas kawasan lindung 52.82 Km².  

Tabel 2.3 
Penggunaan Lahan di Kota Tomohon 
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JENIS KAWASAN LUAS (Km²) % 

Lindung  52.82          31 

Budidaya  116,21  69 

Luas Total 169,03 100  
Sumber: Peta Dasar Hasil Asisten BIG – 20 Februari 2019 dan Permendagri 

Nomor 12 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Minahasa dan Kota 

Tomohon, Sulut 

1. Kawasan Budidaya  
Kawasan budidaya menurut Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahun 2018 

tentang tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, terdiri 

atas:  

- Kawasan hutan produksi: 

- Kawasan pariwisata; 

- Kawasan perikanan 

- Kawasan permukiman, yang terdiri dari kawasan Kesehatan, kawasan 

olahraga, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan 

perumahan; 

- Kawasan pertahanan dan keamanan 

- Kawasan pertambangan dan energi (kawasan panas bumi, kawasan 

pembangkit tenaga listrik, kawasan pertambangan mineral, kawasan 

pertambangan minyak bumi); 

- Kawasan pertanian (Kawasan hortikultura, perkebunan, peternakan, tanaman 

pangan) 

- Kawasan peruntukan industri (kawasan industri dan kawasan industri kecil 

dan menengah)  

2. Kawasan Lindung. 
Kawasan lindung Kota Tomohon adalah Kawasan yang secara ekologis 

merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, yang memberikan 

perlindungan terhadap Kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan 

kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah Kota. 

Kawasan lindung menurut Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahun 2018 

tentang tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, terdiri 

atas: 

1. Kawasan konservasi: 

- cagar alam; 

Kawasan cagar alam Gunung Lokon ditetapkan berdasarkan SK Menteri 

Kehutanan No. 109/Kpts-II/2003 tanggal 23 Maret 2003 dengan luas 720 ha. 
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Kawasan ini ditetapkan sebagai Cagar Alam karena memiliki ekosistem khas 

berupa hutan pegunungan dengan gunung berapi yang masih aktif dan 

mempunyai dua kepundan yang sangat menarik. Jenis-jenis flora di kawasan ini 

didominasi oleh Pandan (Pandanus sp.), Aren (Arenga pinnata), Beringin (Ficus 

benyamina), Cemara gunung, Pakis-pakisan, dan Alang-alang. Jenis satwa yang 

terdapat di kawasan ini antara lain Kera Hitam Sulawesi (Macaca nigra), Babi 

Hutan, Burung, Sesap Madu (Anthopyga siparaja), Raja Udang (Alcedo meinting), 

Pipit, Tekukur, dan Kus Kus (Phalangar celebensis). 

2. Kawasan lindung geologi: 

- sempadan mata air; 

Kawasan sempadan mata air adalah kawasan sekurang-kurangnya dengan 

diameter 200 meter di sekitar mata air. Terdapat beberapa lokasi mata air yang ada 

di kota Tomohon yang tersebar pada beberapa kelurahan. Beberapa mata air ini 

telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih di samping sebagai 

sumber air untuk sawah dan kolam ikan.  

3. Kawasan perlindungan setempat: 

- kawasan sekitar danau/waduk  

- sempadan sungai; 

Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis 

Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau, Sempadan danau adalah luasan 

lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi 

sebagai kawasan pelindung danau. Bahwa kawasan sekitar danau atau garis 

sempadan adalah ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima 

puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi. Kota Tomohon 

terdapat terdapat tiga danau yang cukup besar, yakni Danau Linau, Danau 

Pangolombian dan Danau Tampusu yang semuanya terletak di kecamatan 

Tomohon Selatan.  

Rencana Pengelolaan Kawasan Sekitar Danau adalah sebagai berikut: 

 Mencegah kegiatan budidaya di sekitar danau yang dapat mengganggu 

kuantitas air danau dan merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan. 

 Menanami kawasan sekitar danau dengan vegetasi permanen. 

 Pengendalian kegiatan yang telah ada di kawasan sekitar danau dengan 

mengarahkan penggunaan lahan yang memiliki penutupan lahan tinggi. 

Mengkaji kembali faktor kepemilikan lahan pada kawasan sempadan danau agar 

pemanfaatan dan pengelolaannya dapat diatur dan dikendalikan berdasarkan 

prinsip pembangunan yang berkelanjutan. 
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Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis 

Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau bahwa sempadan sungai adalah 

Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang 

ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.  

Kota Tomohon terdapat beberapa sungai yang perlu ditetapkan kawasan sempadan 

sungainya, yaitu S. Ranowangko, S. Sapa, S, Ranoesem, dan S. Malalayang. 

Sebagian besar sungai-sungai yang ada mengalir melewati daerah pertanian dan 

permukiman sehingga kawasan di sekitar aliran sungai sudah dijadikan lahan 

budidaya. Meskipun demikian, pada ruas-ruas tertentu terutama pada lembah 

sungai yang curam sempadan sungai tertutup oleh belukar dan diarahkan untuk 

menjadi kawasan resapan air. 

Garis sempadan sungai ditetapkan 50 meter di kanan kiri sungai.  

Pengelolaan Kawasan Sempadan sungai sebagai berikut: 

 Mencegah kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat menganggu dan 

merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta 

alirannya. 

 Kawasan pemukiman yang dilewati sungai harus memperhatikan batas 

sempadan sungai. 

 Melarang pembuangan sampah, limbah rumah tangga, limbah industri, lumpur, 

puing bangunan, ranting pohon dan lain-lain ke sungai. 

 Mengatur saluran drainase terutama saluran limbah rumahtangga agar tidak 

langsung masuk ke sungai tapi ditampung terlebih dahulu dalam lubang 

resapan di setiap halaman rumah dan/atau ditampung dan dikelola di bak 

penampungan atau kolam resapan. 

 Tidak menggunakan sungai sebagai tempat MCK. 

 Menanami kawasan sempadan sungai dengan vegetasi permanen. 

Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai dengan mengarahkan 

kegiatan untuk mengembalikan fungsi kawasan sebagai fungsi lindung. 

 

4. Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya: 

- hutan lindung  

- resapan air; 

Tujuan penetapan Kawasan Hutan Lindung adalah mencegah terjadinya erosi, 

bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin 

ketersediaan unsur hara tanah dan air permukaan.  Berdasarkan Kepres No. 32 

Tahun 1990,  Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat 

khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun 

bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara 
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kesuburan tanah.  kriteria Hutan Lindung di Kota Tomohon kawasan lindung 

adalah:  

 Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan 

tinggi; 

 Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih, dan/atau 

kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter 

atau lebih. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan 

Nomor 452/Kpts-II/99 tanggal 17 Juni 1999 yang termuat dalam Peta Kawasan 

Hutan dan Perairan Propinsi Sulawesi Utara Skala 1 : 250.000. Hutan Lindung 

terdapat di sekitar G. Mahawu, G. Masarang, dan G. Tampusu dengan luas 

279,45 Ha atau 2,79 Km2. Saat ini, kawasan hutan lindung ini, sudah tidak 

sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sebagian kawasan hutan telah menjadi 

lahan pertanian.  

Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk 

meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aquifer) 

yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air 

bertujuan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada 

daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan 

penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang 

bersangkutan. 

Kota Tomohon memiliki bentuk wilayah perbukitan sampai pegunungan, dengan 

demikian daerah-daerah bagian atas perbukitan dan pegunungan seperti kawasan 

gunung Lokon, Masarang, Mahawu dan Tampusu dapat berfungsi sebagai 

Kawasan Resapan Air.  Banyak kawasan resapan air yang sudah dijadikan daerah 

pertanian. Pada daerah-daerah yang subur seperti di sekitar Rurukan dan 

Masarang, telah banyak dijadikan tegalan yang ditanami tanaman hortikultura. 

Selain itu juga di wilayah Kota Tomohon terdapat kolam/rawa di beberapa lokasi 

seperti di Sineleyan, Lahendong dan Matani yang dapat berfungsi sebagai 

penyuplai air tanah di Kota Tomohon.  

5. Ruang terbuka hijau kota: 

- hutan kota 

- pemakaman,  

- taman kelurahan,  

- taman kota 

Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH);  Tujuan penyelenggaraan RTH adalah untuk 

menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; menciptakan aspek 

ekologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan 

binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; meningkatkan keserasian 
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lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, 

nyaman, segar, indah, dan bersih. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan 

Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 bahwa tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota bahwa ruang terbuka 

hijau Kota minimal 30 % yang terdiri dari 20 % RTH publik dan 10 % RTH Privat. 

Di Kota Tomohon ruang terbuka hijau pada kawasan Hutan Kota, Pemakaman, 

Taman Kelurahan dan Taman Kota. Pengalokasian 30% RTH ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah tentang RTRW Kota. Proporsi tersebut bertujuan untuk 

menjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan sistem hidrologi dan 

keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan 

ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, ruang terbuka bagi 

aktivitas publik serta dapat meningkatkan nilai estetika kota. 

Tabel 2.4 
Luas Fungsi Kawasan Lindung 

PERUNTUKAN KAWASAN LUAS (Hektar) LUAS (Km2) 

Badan Air 87,66 0,87 
Danau 71,21 0,71 
Sungai 16,45 0,16 

Kawasan Lindung 5198,81 51,95 
Cagar Alam dan Cagar 

Alam Laut 775,56 7,76 

Hutan Kota 3407,52 34,07 
Hutan Lindung 279,62 2,8 

Sumber: Rancangan RTRW Kota Tomohon Tahun 2020-2040 (data sementara 
dalam pemutakhiran dengan hasil survei di 44 Kelurahan) 

 
Tabel 2.5 

Sumber Mata Air Yang Ada di Kota Tomohon 

No. Nama Mata Air Debit Ukur 
(l/det) 

Lokasi/ 
Kelurahan 

1. Mata Air I  5 Kakaskasen 
2. Mata Air II  5 Kakaskasen 
3. Sineleyan  125 Talete 
4. Pancuran  7 Kinilow 
5. Maya Porong  5 Kakaskasen 
6. Sasala  6 Kakaskasen II 
7. Kelong (2 mata air)  3 Kakaskasen II 
8. Kolombi  2 Kakaskasen III 
9. Pinaras  6 Pinaras 
10. Rurukan  1 Rurukan 

11. Totombe & Tatahaan (2 
mata air)  

1 WoloanI 

12. Mananumbeng (4 mata air)  1 WoloanII 
13. Pamiraan-Tampahan  1,25 WoloanIII 
14. Kemer  15 Tara-tara II 
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No. Nama Mata Air Debit Ukur 
(l/det) 

Lokasi/ 
Kelurahan 

15. Meras  10 Tara-tara II 
16. Ranowatu  4 Tara-tara II 
17. Amian  10 Kumelembuai 
18. Mahlimbukar  15 Kakaskasen II 
19. Muung  20 l/det Matani 
20. Kalimpesan  5 l/det Paslaten 
21. Pinati  3 l/det Talete 

Sumber: Rancangan RTRW Kota Tomohon Tahun 2020-2040 (data sementara 
dalam pemutakhiran dengan hasil survei di 44 Kelurahan) 

 
Disamping penentuan kawasan peruntukan lindung dan budidaya, Kota Tomohon 

juga merupakan daerah dengan beberapa situs/benda yang telah ditetapkan 

sebagai benda cagar budaya yang bernilai tinggi situs purbakala dan lokasi dengan 

bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan.  Di Kota Tomohon terdapat beberapa peninggalan sejarah yang 

perlu dilindungi antara lain, bekas tempat tinggal A. R. Wallace/ ”Wallace House” 

dan tempat lahirnya L. N. Palar di Rurukan, rumah berarsitektur kolonial di 

Kaaten, waruga di Woloan dan steleng peninggalan Jepang di Tinoor. 

Tahapan penentuan daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis 

jasa lingkungan terdiri dari klasifikasi karakteristik ekoregion (bentanglahan dan 

tipe vegetasi), serta karakteristik penutup lahan, perhitungan dan pembuatan peta 

kinerja jasa lingkungan melalui metode penjumlahan berbobot (Simple Additive 

Weighting), dengan penentun bobot dan skoring oleh kesepakatan para ahli dan 

perhitungan penentuan status daya dukung daya tampung indikatif untuk jasa 

penyediaan pangan dan air, dengan  mempertemukan ketersediaan dan kebutuhan 

(Supply and Demand) menggunakan system grid. 

Penentuan daya dukung daya tampung lingkungan hidup indikatif ekoregion 

Kota Tomohon secara oprasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

keruangan yaitu menyusun peta daya dukung daya tampung dengan kinerja 3 

(tiga) layanan jasa lingkungan yang terdiri dari 14 (empat belas) fungsi ekosistem 

yaitu jasa penyediaan (pangan,air, serat, bahan bakar dan materi lain), jasa 

pengaturan (iklim, pemeliharaan kualitas udara, pencegahan dan perlindungan 

terhadap bencana alam banjir, longsor dan kebakaran, pengaturan air, pemurnian 

air, penyerbukan alami dan pengendalian hama), jasa pendukung (habitat dan 

keanekaragaman hayati serta pembentukan dan regenerasi tanah). Untuk bentang 

lahan, tipe vegetasi dan penutupan lahan. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 

Tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia, Kota Tomohon hanya memiliki 

satu (1) jenis Ekoregion yaitu Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik. 

Berdasarkan data Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah 
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dan Sektor, Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017, Kota Tomohon memiliki 6 

(enam) jenis klasifikasi bentanglahan dengan kedalaman skala informasi 1 : 

50.000, di dominasi oleh jenis Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar 

sebesar 55,78% dari total luas wilayah Kota Tomohon. Kota Tomohon memiliki 5 

(lima) jenis klasifikasi vegetasi alami/asli dengan kedalaman skala informasi 1 : 

50.000, didominasi jenis vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) sebesar 51% 

dan tipe vegetasi savanna pegunungan monsun sebesar 30% dari total luas Kota 

Tomohon. Kota Tomohon juga memiliki 12 (dua belas) tipe penutupan lahan, yang 

di dominasi oleh tipe penutupan lahan perkebuna/kebun sebesar 38% dan semak 

belukar sebesar 23% dari total luas Kota Tomohon. 

Kapasitas daya dukung daya tampung lingkungan hidup terhadap jasa 

lingkungan tertentu depresentasikan dalam bentuk indeks. Indeks jasa lingkungan 

dihitung dengan melibatkan nilai bobot jasa lingkungan terhadap bentuk lahan, 

tipe vegetasi dan penutupan/penggunaan lahan. Hasil perhitungan indeks jasa 

lingkungan akan memiliki rentang nilai 1 (satu) sampai 5 (lima) yang digunakan 

untuk setiap kinerja jasa lingkungan yang merepresentasikan kemampuan suatu 

jenis lahan atau ekoregion dalam menyediakan beragam jasa lingkungan untuk 

mendukung perikehidupan makhluk hidup dari sisi penyediaan, pengaturan 

maupun pendukung. Ketiga komponen ini saling berpengaruh dan akan 

menggambarkan kondisi suatu wilayah secara menyeluruh. Hasil perhitungan 

menunjukan bahwa indeks kinerja jasa lingkungan atas 14 jenis jasa lingkungan 

berkisar antara 2.05 – 3.41 terdiri dari: 

a. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan : 3,41  

b. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Air : 2,24  

c. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Serat (Fiber), Bahan Bakar dan 

Material Lainnya : 2,71  

d. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara : 2.82  

e. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pengaturan Iklim : 3,06  

f. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan 

dari Bencana Longsor : 2,81  

g. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan 

dari Bencana Banjir : 2,59  

h. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan 

dari Bencana Kebakaran : 2.19  

i. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Air : 2,35  

j. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air : 2,33 

k. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami : 2,05  

l. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pengendalian Hama : 2,46  
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m. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman 

Hayati : 2,58  

n. Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan dan Regenerasi 

Tanah : 2,31 

Penetapan status daya dukung daya tampung lingkungan hidup di Kota 

Tomohon menggambarkan perbandingan antara ketersediaan yang disajikan dari 

pelayanan ekosistem dan kebutuhan masyarakat terhadap indikator pangan dan 

air. Berdasarkan hasil perhitungan status daya dukung daya tampung pangan di 

Kota Tomohon, presentase luas wilayah yang belum melampaui sebesar 98,52% 

dari luas wilayah Kota Tomohon. Dengan Ketersediaan bahan pangan secara 

alamiah sebesar 503.275.776.924 kkal, jumlah populasi penduduk maksimal yang 

dapat didukung ketersediaan pangannya secara alamiah oleh Kota Tomohon 

adalah 641.452 jiwa. Dengan jumlah penduduk eksisting tahun 2017 sebesar 

103.751 jiwa, daya dukung daya tampung pangan Kota Tomohon pada tahun 2018 

Belum Terlampaui. 

Berdasarkan hasil perhitungan status daya dukung daya tampung air di kota 

Tomohon, presentase luas wilayah yang belum melampaui sebesar 11.191.729.046 

m3/tahun, jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung 

ketersediaan airnya secara alamiah oleh Kota Tomohon adalah 13.866.150 jiwa 

populasi. Dengan jumlah penduduk eksisting tahun 2017 sebesar 103.751 jiwa, 

daya dukung daya tampung air bagi Pulau Sulawesi pada tahun 2018 Belum 

Terlampaui. 

Kawasan Rawan Bencana Alam terdiri atas:  

a. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi;  

Kawasan rawan bencana gunung berapi terletak di sekitar gunung api aktif, 

yaitu Gunung Lokon dan Gunung Mahawu. Kawasan rawan bencana 

gunung berapi (Kawasan Rawan Bencana II untuk Lokon) adalah kawasan 

yang berpotensi terlanda awan panas, lontaran batu (pijar), hujan abu lebat, 

dan lahar. Kawasan rawan bencana ini dibedakan menjadi dua, yaitu:  

 Kawasan rawan terhadap aliran masif berupa awan panas (piroklastik), 

dan aliran lahar, banjir lahar dingin.   

 Kawasan rawan terhadap material lontaran dan jatuhan seperti: 

lontaran batu pijar (volcanic bomb), dan hujan abu lebat.   

Beberapa daerah yang diperkirakan terancam awan panas dari 

Gunung Lokon adalah di sekitar kawah Tompaluan, lereng timur yaitu 

lembah Sungai Pasahapen ke arah Kelurahan Kinilow dan sebagian dari 

Kelurahan Kakaskasen I sedangkan Gunung Mahawu adalah di lereng barat 

mengikuti lembah Sungai Sinambe ke arah Kelurahan Kinilow dan 

Kakaskasen. 



Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD 
Kota Tomohon Tahun 2023 

 

II 14 

 

Sungai-sungai yang berpotensi terhadap lahar dari Gunung Lokon 

adalah yang terdapat di lereng dan kaki Timur, Timur laut, Barat laut, dan 

kemungkinan kecil di lereng dan kaki Selatan. Sungai Pasahapen di lereng 

Timur yang bermuara di Sungai Malalayang yang mengalir ke arah utara 

(Manado) merupakan sungai paling potensial terhadap lahar/banjir.  

Daerah pemukiman yang rawan terhadap bahaya lahar dari kedua 

gunung berapi ini adalah adalah Kinilow yang terletak dekat sungai. 

Kawasan yang diperkirakan dapat terancam lontaran batu dan hujan abu 

lebat adalah kawasan di radius 3,5 km dari pusat erupsi. Pada radius 

tersebut terdapat banyak pemukiman seperti Rurukan, Temboan, 

Kumelembuai, Kinilow, Kakaskasen Dua, dan Wailan. 

Mitigasi/penanggulangan bencana gunung berapi bertujuan untuk 

memperkecil korban dan keresahan yang terjadi karena letusan gunung api 

tersebut. Pada umumnya usaha yang disarankan pada evakuasi dalam 

kegiatan letusan adalah menjauhi pusat-pusat erupsi. 

 

b. Kawasan Rawan Gempa Bumi;  

Kawasan Rawan Gempa Bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ditetapkan dengan kriteria: kawasan 

yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII 

sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI). Tujuan perlindungan 

terhadap Kawasan Rawan Gempa Bumi adalah untuk melindungi manusia 

dan kegiatan dari bencana akibat terjadinya gempa bumi maupun secara 

tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kota Tomohon tergolong daerah 

berpotensi tinggi/rawan gempa bumi. 

c. Kawasan Rawan Tanah Longsor 

Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan dengan kriteria kawasan 

berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk 

lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran. Di 

Kota Tomohon terdapat lahan-lahan yang berpotensi longsor karena daerah 

ini memiliki curah hujan rata-rata yang tinggi (di atas 2500 mm/tahun), 

kemiringan lereng yang curam (lebih dari 40%), dan kawasan rawan gempa. 

d. Kawasan Rawan Banjir 

Pada umumnya melihat kondisi geologi dan geografis wilayah Kota Tomohon 

yang berbukit dengan banyak terdapat sungai besar hampir sangat tidak 

mungkin untuk terjadinya banjir, akan tetapi pada kondisi saat ini banjir 

seringkali terjadi dibeberapa wilaah Kota Tomohon yang disebabkan karena 

tidak berfungsinya jaringan drainase yang ada, serta terjadinya degradasi 

lingkungan yang dikarenakan sebagian kawasan perbukitan sebagai 

penyangga kota telah mengalami kerusakan atau alih fungsi lahan menjadi 

kawasan terbangun.  
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Kawasan rawan banjir di wilayah Kota Tomohon adalah sebagai 

berikut:  

 Kawasan yang berada pada kawasan cekungan/ lembah bukit, seperti 

kawasan Matani Tiga, Matani Dua dan Walian.  

 Kawasan sekitar sempadan sungai, seperti sekitar sungai Sineleyan, 

sungai Ranowangko, dll.  

Bencana alam merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan/penghidupan masyarakat yang 

disebabkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, 

banjir, angin topan/puting beliung, dan tanah longsor sehingga mengakibatkan 

kerugian materi maupun non-materi. Berikut merupakan data jumlah kejadian 

bencana yang terjadi di Kota Tomohon: 

Tabel 2.6. 
Jumlah Kejadian Bencana Daerah Kota Tomohon (2019-2021) 

Kecamatan Banjir Gempa Bumi Tanah Longsor 
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Tomohon 
Selatan 

1 - - - - - - - - 

Tomohon 
Tengah 

1 - - - - - - - - 

Tomohon 
Timur 

- 1 - - - - 3 - 1 

Tomohon 
Barat 

- - - - - - - - - 

Tomohon 
Utara 

1 - - - - - 3 1 2 

Total 3 1 0 0 0 0 6 1 3 
Sumber: BPS – Tomohon Dalam Angka (Tahun 2022) 

2.1.1.2. Demografi 

Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan 

pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan 

suatu wilayah. Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur 

ruang, kegiatan sosial, dan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, penduduk 

merupakan modal dasar yang sangat penting dalam pencapaian tujuan 

pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development), diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Hanya dengan 

adanya penduduk yang berkualitas, keberadaan potensi sumber daya yang 

beraneka ragam dapat dimanfaatkan secara tepat, efisien, dan berkesinambungan. 

Keberadaan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan bermoral adalah 

jaminan masa depan suatu daerah. 

1) Distribusi Jumlah Penduduk 

Penduduk Kota Tomohon berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 

2021 sebanyak 100.853 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,39%. 
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Tabel 2.7 
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tomohon Tahun 2021 

Kecamatan Penduduk  
Laju 

Pertumbuhan 
Penduduk Tahun 
2020-2021 (%) 

Persentase 
Penduduk 

Kepadatan 
Penduduk 
per km2 

Tomohon 
Selatan 

24.920 1,59 24,71 756 

Tomohon 
Tengah 

18.860 1,59 18,7 2004 

Tomohon 
Timur 

11.420 1,04 11,32 522 

Tomohon 
Barat 

17.048 1,75 16,9 419 

Tomohon 
Utara 

28.065 0,98 28,36 677 

Sumber: BPS Tomohon (TDA Tahun 2022) 

 

Pada rentang tahun 2020-2021 laju petumbuhan penduduk terbesar terletak di 

Kecamatan Tomohon Barat sebesar 1,75%. Sedangkan untuk kepadatan penduduk 

terbesar yaitu di Kecamatan Tomohon Tengah sebesar 2004 penduduk per km2. 

2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 

Tabel 2.8 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 

Kelompok 
Umur 

Jenis Kelamin 
Laki-laki Perempuan Jumlah 

0 – 4 3996 3836 7832 

5 – 9 3688 3711 7399 

10 – 14 3661 3377 7038 

15 – 19 3901 3672 7573 

20 - 24 3989 3737 7726 

25 – 29 3743 3691 7434 

30 – 34 3769 3674 7443 

35 – 39 3548 3471 7019 

40 – 44 3721 3451 7172 

45 - 49 3809 3584 7393 

50 – 54 3422 3249 6671 

55 – 59 2908 2851 5759 

60 – 64 2358 2356 4714 

65 – 69 1895 1982 3877 

70 – 74 1273 1504 2777 

75+ 1233 1793 3026 

TOTAL 50.914 49.939 100.853 

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022) 

I I 
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Melihat komposisi jumlah penduduk sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, 

maka jumlah penduduk produktif di Kota Tomohon, yaitu penduduk yang berusia 

di antara 15 sampai 64 tahun (versi BPS) sebanyak 68.771 jiwa (68,18%), 

sedangkan sisanya adalah usia tidak produktif, yaitu penduduk di bawah 15 tahun 

dan diatas 64 tahun (versi BPS) sebanyak  32.082 jiwa (31,82%). 

 
Gambar 2.3 

Piramida Penduduk Kota Tomohon Tahun 2021 

 
Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022) 

3) Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja 

Berdasarkan data BPS untuk ketenagakerjaan dapat diketahui bahwa 

jumlah Angkatan kerja di Kota Tomohon pada tahun 2021 sebanyak 50.428 jiwa, 

dengan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 4.443 jiwa.  

 

Gambar 2.4 
Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran 

 
Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022) 
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Dalam 3 tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Kota Tomohon cukup 

tinggi jika dibandingkan rata-rata Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di tingkat 

Nasional. 

 

Gambar 2.5 

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tomohon dan Nasional Tahun 2019-2021 

 
Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022) 

4) Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Kualitas Pendidikan merupakan salah satu tolok ukur kekuatan SDM suatu 

wilayah. Kota Tomohon dikenal sebagai Kota pusat Pendidikan, sehingga 

diharapkan memiliki keunggulan bukan hanya dalam hal kuantitas tetapi juga 

kualitas. Aspek pendidikan yang baik sangat memegang peranan strategis dalam 

upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). 
Tabel 2.9 

Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang 

Ditamatkan Dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu Di Kota Tomohon 

Tahun 2021 
Pendidikan 
Tertinggi 

Yang 
Ditamatkan 

Bekerja1 Pengangguran2 Jumlah Angkatan Kerja 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

0 9.844 8.851 8.935 400 368 450 10.244 9.219 9.385 

1 8.237 8.600 7.962 683 579 754 8.920 9.179 8.716 

2 19.146 17.916 17.825 1.983 2.601 2.032 21.129 20.517 19.857 

3 10.941 10.969 11.083 982 1.027 1.207 11.923 11.996 12.290 

Total 48.168 46.336 45.805 4.048 4.575 4.433 52.216 50.911 50.248 

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022) 
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Ket: 

1) 0 ≤ SD 

1 SMP 

2 SMA 

3 PT 

2) 1 Mencari pekerjaan 

2 mempersiapkan usaha 

3 Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan 

4 Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja 

 

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

Dalam mengukur capaian kesejahteraan penduduk secara umum, alat ukur 

yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berbasis komponen 

dasar kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM dibangun 

melalui pendekatan tiga dimensi dasar, antara lain: 1) mencakup umur panjang 

dan sehat; 2) pengetahuan, dan 3) kehidupan yang layak. Pengukuran dimensi 

kesehatan menggunakan indikator Umur Harapan Hidup (UHH). Untuk dimensi 

pengetahuan, indikator yang digunakan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan 

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak 

digunakan indikator yang digunakan yaitu kemampuan daya beli masyarakat 

terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya 

pengeluaran per kapita sebagai pendekatan yang mewakili capaian pembangunan 

untuk hidup layak. 

Tabel 2.10 
IPM Kota Tomohon Tahun 2019-2021 

Indikator Satuan Satuan 2019 2020 2021 

Pendidikan  
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 10,48 10,73 10,74 
Harapan Lama Sekolah Tahun 14,19 14,20 14,21 
Kesehatan 
Umur Harapan Hidup Tahun 71,58 71,69 71,76 
Standar Hidup Layak 

Pengeluaran per kapita Ribu Rupiah 12.152 11.745 11.851 

IPM  75,78 76,67 76,69 

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022)  

 

Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2019-2021, IPM Kota Tomohon 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan IPM ini seharusnya menjadi 

pemacu peran nyata dari segenap komponen masyarakat Kota Tomohon agar 

diperoleh hasil yang lebih optimal. Akan tetapi perlu disadari bahwa hasil ini 

---------------------------------------------------------- 
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merupakan investasi pembangunan jangka panjang yang tidak berdampak instan 

pada investasi langsung. 

IPM yang dijadikan sebagai indikator makro pembangunan selain memiliki 

makna yang positif untuk mengukur seberapa besar kinerja pembangunan daerah, 

juga memiliki makna penting untuk melihat disparitas wilayah. Membandingkan 

antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, maupun dengan kabupaten/ 

kota secara nasional dapat dijadikan sebagai penelaahan yang komparatif atas 

disparitas wilayah. 

Gambar 2.6 

Perbandingan IPM Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara 

 
Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022) 

Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2019-2021, IPM Kota Tomohon mengalami 
peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan IPM ini seharusnya menjadi pemacu peran 
nyata dari segenap komponen masyarakat Kota Tomohon agar diperoleh hasil yang 
lebih optimal. Akan tetapi perlu disadari bahwa hasil ini merupakan investasi 
pembangunan jangka panjang yang tidak berdampak instan pada investasi 
langsung. 

Gambar 2.7 
IPM Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, dan Nasional 

 
Sumber: BPS RI (2022) 
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Berdasarkan analisis komparasi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 
diidentifikasi bahwa IPM Kota Tomohon lebih tinggi dari IPM tingkat nasional, 
Sulawesi Utara, maupun dengan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Hal 
ini juga menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon 
relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sulawesi Utara, 
Provinsi Sulawesi Utara dan nasional.  

Pengeluaran per kapita yang terus meningkat dari tahun ke tahun 
menggambarkan bahwa semakin membaiknya kemampuan masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Kecuali tahun 2020 menurun menjadi 
Rp11.745.000 karena mewabahnya pandemi Covid-19, yang menghambat 
kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota 
Tomohon dapat dilihat pada perkembangan pengeluaran per kapita Kota Tomohon 
dapat dilihat pada gambar berikut. 

Gambar 2.8 
Pengeluaran Perkapita Kota Tomohon 

 
Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022) 

Selanjutnya, untuk melihat tingkat kesejahteraan dari segi ekonomi, 

indikator yang digunakan adalah PDRB dan PDRB Per Kapita. PDRB merupakan 

jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua 

kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu, pada 

umumnya dalam waktu satu tahun, sedangkan PDRB Per Kapita dapat diartikan 

sebagai hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan 

ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas 

Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dapat 

dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut 

sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi 

dalam suatu daerah. Sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar 

menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar 

Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 

secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. 

PDRB Kota Tomohon pada tahun 2021 yang dihasilkan melalui lapangan 

usaha konstruksi sebesar 21,50%, diikuti sektor pertanian, kehutanan, dan 
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perikanan sebesar 13,85% dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi 

mobil dan sepeda motor sebesar 10,88%. Selengkapnya ditunjukkan pada Tabel 

berikut. 

Gambar 2.9 
Distribusi Persentase PDRB Kota Tomohon Menurut Lapangan Usaha (%) 

 
Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022) 

Tabel 2.11  
PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Tomohon Tahun 2019-2021  

(Juta Rp.) 

Lapangan Usaha 

PDRB Kota Tomohon Atas Dasar Harga 
Berlaku Menurut Lapangan Usaha  

(Juta Rupiah) 
2019 2020 2021 

Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 601 361.02 614 529.92 635 464.97 

Pertambangan dan Penggalian 366 416.54 391 266.78 420 114.63 
Industri Pengolahan 258 350.74 267 070.86 296 959.77 
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Lapangan Usaha 

PDRB Kota Tomohon Atas Dasar Harga 
Berlaku Menurut Lapangan Usaha  

(Juta Rupiah) 
2019 2020 2021 

Real Estate 176 456.38 177 256.38 176 953.67 
Jasa Perusahaan 2 367.74 2 401.95 2 465.60 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan 
Sosial Wajib 

299 213.75 314 360.37 314 690.92 

Jasa Pendidikan 119 828.38 124 362.20 130 657.80 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 320 841.32 355 794.36 393 222.91 

Jasa lainnya 105 448.38 97 755.36 103 345.88 
PDRB 4 290 122.19 4 371 177.86 4 586 612.44 

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022)  

 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin tercapainya 

kesejahteraan. Namun tanpa pertumbuhan pencapaian kesejahteraan akan 

menjadi lebih sulit. Pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran antara dan 

merupakan syarat perlu bagi tercapainya kesejahteraan. Ukuran kesejahteraan 

sulit diukur menggunakan satu indikator tunggal karena kompleksitas dan aspek 

masalah yang multidimensi. Namun demikian banyak kajian dan literatur yang 

menempuh jalur alternatif, salah satunya menggunakan pendekatan variabel 

PDRB per kapita. PDRB per kapita dapat diperoleh dengan cara membagi PDRB 

dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.  

World Bank mengklasifikasikan negara yang berpendapatan kurang dari US$ 

1.045 sebagai negara berpendapatan rendah. Sementara negara yang memiliki 

pendapatan per kapita antara termasuk US$ 1.045-4.125 negara berpendapatan 

menengah bawah (lower middle income), negara berpendapatan per kapita antara 

US$ 4.125-12.746 dikategorikan sebagai negara yang memiliki pendapatan 

menengah tinggi (upper middle income). Negara berpendapatan per kapita tinggi 

adalah negara yang memiliki pendapatan per kapita lebih dari US$ 12.746. 

Perkembangan PDRB per kapita selama periode waktu 2016-2019 menunjukkan 

pertumbuhan yang cukup tinggi. Selama periode waktu empat tahun terakhir, 

PDRB per kapita menunjukkan laju pertumbuhan yang fluktuatif. Walaupun 

begitu, PDRB per kapita terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, 

hingga mencapai angka 29,59 juta rupiah pada tahun 2019. Namun pada tahun 

2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya, yaitu 

menjadi 29,04 juta rupiah. Meskipun angka ini dirasa tinggi namun jika diukur 

dalam US$, PDRB per kapita Kota Tomohon masih termasuk dalam kategori daerah 

menengah bawah. 
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Gambar 2.10 
PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tomohon Tahun 2017-2021 

 
Sumber: PDRB Kota Tomohon (BPS, 2022) 

Perkembangan PDRB Atas Harga Konstan Kota Tomohon Tahun 2019-2021 

sebagai alat untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 2.12 
PDRB Kota Tomohon Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha  

(Juta Rp.) Tahun 2019-2021 

Lapangan Usaha 

PDRB Kota Tomohon Atas Dasar Harga Konstan 
Menurut Lapangan Usaha  

(Juta Rupiah) 
2019 2020 2021 

Pertanian, Kehutanan, 
dan Perikanan  419.925,06   419.312.72   420.800.82  

Pertambangan dan 
Penggalian  302.979,00   316.041.59   303.617.43  

Industri Pengolahan  195.381,81   194.834.51   204.444.23  
Pengadaan Listrik dan 
Gas  8.929,95   9.473.72   9.883.17  

Pengadaan Air, 
Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

 15.044.27   15.360.20   15.682.76  

Konstruksi  741.384.57   711.572.91   726.827.16  
Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi Mobil 
dan Sepeda Motor 

 342.013.99   338.507.22   348.536.56  

Transportasi dan 
Pergudangan  147.610.29   132.428.83   134.591.94  

Penyediaan Akomodasi 
dan Makan Minum  65.409.20   56.712.79   59.188.96  

Informasi dan 
Komunikasi  127.958.37   136.945.49   141.531.68  

Jasa Keuangan dan 
Asuransi  63.915.68   68.519.92   71.444.27  

Real Estate  138.356.98   136.765.88   133.552.68  
Jasa Perusahaan  1.461.48   1.439.56   1.443.30  

Nial PDRBIGRDP ( Juta Rupiah/Million Rupiahs ) 

2017 2018 2019 2020° 2021 

- ADHB/ at current price 3593 273 3 921 194 4 290 122 4 371 178 4 371 178 

- ADHK/ at 2010 Constant Price 2792170 2 963 090 3 163 458 3 150 486 3 150 486 
PDRB per Kapita/GRDP per Capita (Juta Rupiah/Million Rupiahs) 

- ADHB/ at current price 34,65 37,24 40,13 10,29 10.29 
- ADHK/ at 2010 Constant Price 26,92 28,14 29,59 29,04 29,04 

Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 
(Persen)/ 7,03 4,51 5,15 -1,85 -1,85 Growth of GRDP per Capita at 2010 Constant 
Price (Percent 
Jumlah Penduduk (orang)l 103 711 105 306 106 917 108 489 108 489 
peaulation 

Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ 34,65 37,24 40,13 10.29 1,47 
population Growth (Percent 

Angka Sementara / Preliminary Figures 
Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures 
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Lapangan Usaha 

PDRB Kota Tomohon Atas Dasar Harga Konstan 
Menurut Lapangan Usaha  

(Juta Rupiah) 
2019 2020 2021 

Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan 
Sosial Wajib 

 178.612.96   183.417.65   183.127.60  

Jasa Pendidikan  81.074.54   82.274.44   85.565.42  
Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial  255.913.00   276.897.87   302.649.37  

Jasa lainnya  77.487.29   69.980.97   72.290.34  
PDRB  3.163.458,43  3.150.486,27   3.215.177,71  

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022) 

 

Berdasarkan tabel terlihat bahwa selang tahun 2019-2021, perekonomian Kota 

Tomohon mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2020 mengalami 

penurunan sebagai dampak adanya pandemi covid-19.   

 

Tabel 2.13 
Distribusi Pertumbuhan PDRB Kota Tomohon Menurut Lapangan Usaha 

Tahun 2019-2021 

Lapangan Usaha 
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tomohon 

Menurut Lapangan Usaha (Persen) 
2019 2020 2021 

Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 5.18 -0.15 0.35 

Pertambangan dan Penggalian 18.85 4.31 -3.93 
Industri Pengolahan -0.89 -0.28 4.93 
Pengadaan Listrik dan Gas 5.57 6.09 4.32 
Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 1.39 2.10 2.10 

Konstruksi 6.29 -4.02 2.14 
Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5.62 -1.03 2.96 

Transportasi dan Pergudangan 5.70 -10.28 1.63 
Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 5.03 -13.30 4.37 

Informasi dan Komunikasi 7.75 7.02 3.35 
Jasa Keuangan dan Asuransi 1.84 7.20 4.27 
Real Estate 6.10 -1.15 -2.35 
Jasa Perusahaan 7.98 -1.50 0.26 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

-0.29 2.69 -0.16 

Jasa Pendidikan 9.93 1.48 4.00 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 11.17 8.20 9.30 

Jasa lainnya 12.49 -9.69 3.30 
PDRB 6.76 -0.41 2.05 

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022) 
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Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon tahun 2020 mengalami kontraksi alias 

tumbuh negatif sebesar -0,41%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan 

aktivitas ekonomi akibat pandemi covid-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kota Tomohon, membuat 

roda perekonomian tidak berjalan secara normal. Pertumbuhan yang lambat ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya lambatnya pertumbuhan beberapa 

lapangan usaha yang memiliki peran besar pada perekonomian Kota Tomohon. 

Pada tahun 2021, beberpa lapangan usaha telah menunjukkan pertumbuhan 

positif jika dibandingkan tahun 2020, diantaranya Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan, Industri Pengolahan, konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan jasa lainnya. Tetapi masih ada 

beberapa lapangan usaha yang tumbuh lambat dan menunjukkan pertumbuhan 

negative diantaranya Pertambangan dan Penggalian, Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan real estate. 

Gambar 2.11 
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon Tahun 2019-2021 

 
Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022) 

Di tengah melambatnya laju pertumbuhan ekonomi, kondisi ketenagakerjaan di 

Kota Tomohon juga mengalami penurunan. Tingkat pengangguran terbuka belum 

nenunjukkan trend yang positif, terlebih terjadinya pandemi covid-19 yang 

mengakibatkan banyak lapangan usaha terhenti sehingga mengurangi jumlah 

tenaga kerjanya. Dalam 3 tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Kota 

Tomohon cukup tinggi jika dibandingkan rata-rata Provinsi Sulawesi Utara, 

bahkan di tingkat Nasional. 

Peningkatan TPT tersebut disebabkan oleh sisi lapangan usaha pembentuk PDRB 

yang diyakini menjadi penampung terbesar angkatan kerja mengalami 

perlambatan pertumbuhan juga, seperti Pertambangan dan Penggalian, 

Konstruksi, Real Estate, Jasa Perusahaan dan Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan. Sektor-sektor tersebut masih menjadi primadona serapan angkatan 

kerja mengingat bila dilihat dari sisi supply tenaga kerja, kualitas sumber daya 

manusia Kota Tomohon masih terbilang rendah sebagaimana ditunjukkan oleh 
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nilai rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Tomohon yang hanya 10,74 tahun, 

yang bila dikonversi ke dalam jenjang pendidikan, berarti rata-rata masyarakat 

Kota Tomohon tidak mampu menyelesaikan pendidikan SMA atau sederajat, 

sehingga kemampuan untuk bersaing dalam dunia pekerjaan pun menjadi rendah, 

yang pada akhirnya membuka peluang bagi penduduk luar Kota Tomohon yang 

memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi untuk memanfaatkan peluang kerja yang 

tidak mampu diisi oleh masyarakat Kota Tomohon. Bahkan lebih jauh, bukan tidak 

mungkin penduduk luar Kota Tomohon dengan pendidikan yang lebih tinggi akan 

mengisi sektor-sektor lapangan usaha yang sebelumnya cukup diisi oleh lulusan 

pendidikan menengah. Selain itu, tingkat kecakapan/ketrampilan secara 

profesional pun dibutuhkan untuk menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dan 

mampu bersaing.  

Perkembangan tenaga kerja dan pengangguran Kota Tomohon dan 

perbandingannya dengan Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional tersaji sebagai 

berikut. 

Tabel 2.14 
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tomohon 

Tahun 2019-2021 

Indikator 
2019 2020 2021 

Tomo
hon Sulut Nas Tomo

hon Sulut Nas Tomo
hon Sulut Nas 

Tingkat 
Penganggur
an Terbuka 

7,48 6,01 5,23 8,99 7,37 7,0
7 8,84 7,06 6,4

9 

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022) 

 

Jika kondisi ini terus terjadi, maka pada akhirnya tingkat pengangguran akan 

semakin bertambah, dan ketimpangan pun akan semakin tinggi.  

Untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, koefisien 

gini (gini ratio) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan. Koefi 

sien gini didasarkan pada Kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif 

yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan distribusi uniform 

(seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran kesenjangan 

indeks gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Dimana nilai 0 (nol) pada 

indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai 

indeks gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau 

semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk 

berdasarkan golongan pengeluaran. Terjadinya kemerataan sempurna dilihat dari 

indeks gini bernilai 0 (nol), sementara ketimpangan sempurna dilihat dari hasil 

indeks gini bernilai 1 (satu). Standar penilaian ketimpangan gini ratio ditentukan 

dengan menggunakan kriteria seperti berikut: 
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 GR < 0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah, 

 0,4 <GR < 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (moderat), 

 GR > 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi. 

Gambar 2.12 
Perbandingan gini ratio Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional 

Tahun 2019-2021 

 
Sumber: https://sulut.bps.go.id (2022) 

Gambar menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir, gini ratio di Kota Tomohon 

berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional. Angka gini ratio 

berada di nilai < 0,4 yang berarti ketimpangan pendapatan di Kota Tomohon 

tergolong rendah. 

Ketimpangan merupakan isu yang sering dikaitkan dengan kemiskinan. Barber 

(2008) dalam Annim et al (2012) memandang hubungan antara ketimpangan dan 

kemiskinan adalah suatu hubungan yang pragmatis, yaitu bahwa ketimpangan 

menyebabkan kemiskinan semakin parah. Artinya bahwa ketika ketimpangan 

semakin tinggi, maka kemiskinan akan semakin tinggi pula, sebaliknya ketika 

ketimpangan semakin rendah, maka kemiskinan akan rendah pula. 

Tabel 2.15 
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tomohon Tahun 2017-2021 

Tahun 
Garis 

kemiskinan 
(Rp. / kapita / 

bulan) 

Jumlah 
Penduduk 

miskin 

Indeks 
Kedalaman 
Kemiskinan 

Indeks 
Keparahan 
Kemiskinan 

Persentase 
Penduduk 

Miskin 

2017 354.635 6.690 0,88 0,20 6,47 

2018 363.856 6.250 1,25 0,38 5,95 

2019 394.584 5.900 0,78 0,21 5,62 

2020 422.746 6.060 0,96 0,25 5,60 

2021 440.680 6.180 0,94 0,21 5,69 

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022) 

0,31

0,36 0,354
0,376

0,368 0,359
0,38 0,385

0,381

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

2019 2020 2021

Tomohon Sulut Nasional
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Selang tahun 2017-2019, jumlah penduduk miskin Kota Tomohon terus menurun 

meskipun belum signifikan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin Kota 

Tomohon naik dibanding tahun 2019 menjadi 6.060 orang, atau naik sekitar 2,7%, 

meskipun secara persentase menurun. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang 

juga meningkat. Selain itu, angka capaian ini tidak terlepas dari pengaruh pandemi 

covid19 yang terjadi mulai bulan Februari/Maret tahun 2020 dan berdampak 

negatif terhadap sektor sosial dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, 

memetakan kemiskinan tidak cukup hanya menghitung jumlah atau persentase 

orang miskin, tetapi lebih jauh pemerintah juga perlu mengetahui tingkat 

kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayahnya. Indeks Kedalaman 

Kemiskinan (Poverty Gap Index = P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan 

pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. 

Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin 

dari garis kemiskinan. Berbeda dengan jumlah atau persentase penduduk miskin 

yang mengalami tren penurunan, bila dilihat dari perkembangannya selama 

periode 2017 – 2021, indeks kedalaman kemiskinan di Kota Tomohon berfluktuasi 

dan cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir. Artinya rata-rata pengeluaran 

penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan.  

Penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin dapat digambarkan melalui 

Indeks Keparahan Kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi 

ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan 

kemiskinan Kota Tomohon berfluktuasi tetapi cenderung menurun. Hal ini 

menunjukkan tren menurunnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk 

miskin di Kota Tomohon. 

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 
1) Aspek Pendidikan 

a. Harapan Lama Sekolah 

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator baru sebagai pengganti 

Angka Melek Huruf (AMH). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah 

(dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 

tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut 

akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang 

penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama 

saat ini. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan 

pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS dapat digunakan untuk 

mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang 

yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang 

diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. 

Tabel 2.16 
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Harapan Lama Sekolah Kota Tomohon Tahun 2019-2021 

Indikator Satuan Satuan 2019 2020 2021 

Harapan Lama Sekolah Tahun 14,19 14,20 14,21 

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022) 

HLS Kota Tomohon terus mengalami tren kenaikan selama 3 tahun terakhir, 

dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,01 %. 

b. Rata-rata Lama Sekolah 

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan 

oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis 

pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel 

pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang 

diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. 

Tabel 2.17 
Rata-rata Lama Sekolah Kota Tomohon Tahun 2019-2021 

Indikator Satuan Satuan 2019 2020 2021 

Rata-rata Lama Sekolah Tahun 10,48 10,73 10,74 

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022) 

RLS Kota Tomohon terus mengalami tren kenaikan selama 3 tahun terakhir, 

dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,13 %. 

c. Angka Partisipasi Kasar (APK) 

Angka partisipasi kasar merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang 

sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk 

kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. 

Gambar 2.13 
Angka Partisipasi Kasar Kota Tomohon Tahun 2019-2021 

 
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (2022) 

d. Angka Partisipasi Murni (APM) 

Angka partisipasi murni merupakan persentase siswa dengan usia yang 

berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang 

sama. 
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Gambar 2.14 
Angka Partisipasi Murni Kota Tomohon Tahun 2019-2021 

 
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (2022) 

2) Aspek Kesehatan 

Angka Harapan Hidup 

Angka Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak 0 

tahun yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk. Usia harapan hidup di 

Kota Tomohon setiap tahunnya mengalami peningkatan. 

Tabel 2.18 
Umur Harapan Hidup Kota Tomohon Tahun 2019-2021 

Indikator Satuan Satuan 2019 2020 2021 

Umur Harapan Hidup Tahun 71,58 71,69 71,76 

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022) 

 

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga 
Seni Budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara 

hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang mengandung unsur 

keindahan (estetika) secara turun temurun dari generasi ke generasi. Berbagai 

aktivitas kebudayaan, kesenian dan aktivitas lainnya saat ini belum dapat 

difasilitasi di Gedung Kesenian. Pagelaran Kesenian di Kota Tomohon sampai saat 

ini masih menggunakan tempat yang bukan dikhususkan untuk pagelaran 

kesenian. Sepanjang 2019-2021, setiap tahunnya dilaksanakan 3 festival seni 

budaya yang melibatkan pegiat-pegiat seni budaya di Kota Tomohon, termasuk 

siswa-siswa. Pada tahun 2021 Gereja Tua Sion Tomohon telah teregistrasi sebagai 

cagar budaya Nasional.   

Tabel 2.19 
Capaian Urusan Kebudayaan Tahun 2019-2021 

No Uraian 
Capaian Tahun 

2019 2020 2021 
1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 3 3 3 
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2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya 
yang dilestarikan 1 1 1 

3 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi 
dan inventarisasi 0 0 0 

4 Jumlah cagar budaya yang dikelola 
secara terpadu 1 1 1 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (2022) 

 

Data sanggar di Kota Tomohon sebagai berikut. 

Tabel 2.20 
Jenis Sanggar dan Seniman Terdaftar di Kota Tomohon 

No. JENIS 
KESENIAN 

NAMA 
SENIMAN 

NAMA 
SANGGAR 

YANG 
BERGERAK 

DALAM JENIS 
KESENIAN 

JUDUL KARYA (NAMA 
TARIAN/BUKU/ 

LAGU/PEMENTASAN/ 
LUKISAN/SENI 

RUPA/DLL) 

1 SENI TARI Nico Vence J. 
Langi 

Sanggar 
Naparesan 

Pementasan Tari 
Maengket: 
1. Juara 2 lomba 

Maengket Kawanua 
pulang Kampung 
2019. 

2. Runner Up 1 Lomba 
Maengket Hut PDIP 
di Manado 2019 

3. Juara 1 Lomba Sail 
Bunaken 2018 

4. Juara 1 Lomba 
tingkat Nasional 
2018 di Manado 
UNSRAT. 

5. Juara 1 lomba 
maengket HUT 
Minahasa Utara 
2017 di Aermadidi. 

6. Juara 1 lomba 
maengket christmas 
festival di Manado. 

Sanggar 
Lalendeman 

Pementasan Tari 
Maengket: 
1. Juara 1 Lomba 

Maengket Hut PDIP 
Di Manado. 

2. Juara 2 Lomba 
Maengket chritmas 
Festival di manado 
2018. 

3. Juara 2 lomba 
Maengket tingkat 
nasional di Manado 
Unsrat. 

4. Juara 2 hut minut 
2018 
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No. JENIS 
KESENIAN 

NAMA 
SENIMAN 

NAMA 
SANGGAR 

YANG 
BERGERAK 

DALAM JENIS 
KESENIAN 

JUDUL KARYA (NAMA 
TARIAN/BUKU/ 

LAGU/PEMENTASAN/ 
LUKISAN/SENI 

RUPA/DLL) 

5. Juara 1 hut minut 
2017 

6. Juara 1 hut minut 
2016 

Roy Moningka Sanggar 
Mahawu 

Tarian Maengket 
Modern 

Agustinus 
Moningka 

Sanggar 
Maesaan Tarian Ma'Zani 

Noldi Mangulu Sanggar Kendis 
Wanua 

Tarian Maengket 
Klasik 

  Steffi Pangalila Sanggar 
Edelweys Tarian Katrili 

Dra. Maria J. A. 
Wulur 

Sanggar Gita 
Melati 

Paket Varia Budaya, 
Aneka ria Anak 
Nusantara, Pergelaran 
Seni, Pentas Tari 
Nusantara 

Oktaviano F. 
Wuwung 

Sanggar 
Sinarongsongan 
Wene 

 

  Vionne Jane 
Makarawung, 
S.Pd 

Sanggar 
Edelweiss 
Tomohon 

Karya Tari kreasi 
(ciptaan sendiri) : 
1. Tari Mapalus 
2. Tari Mengehet 
3. Tari Mapupuis 
4. Tari Manguni 
5. Tari Maweresih 
6. Tari Seruni 
7. Tari Kalipopo 
8. Tari Alfa Omega 
9. Tari Semakaria 
10. Tari Tetengkoren 
11. Tari Ina Waraney 
12. Tari Maesaan 

 

 

Charen 
Lumanaw 
0852 9817 
3603/WA 

 
ALVA 
LUMANAW 
0821 9969 
9166/WA 

 
 
PAUL NOVEL 
MANDAGI 
0895 
336136491/WA 
 

Sanggar 
Chrysant 
Kakaskasen 
 

1. Tari maengket 
2. Tari lenso 
3. Tari katrili 
4. Tari lumeong uka 
5. Tari pisok 
6. Tari tumatenden 
7. Tari batifar 
8. Tari tetengkoren 
9. Tari karema 
10. Tari poco-poco 

budaya 
11. Tari Waraney 
12. Tari Kati 

Ambilingan 
13. Tari Krisan 
14. Tari Karema 
15. Tari Masigi-sigian 
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No. JENIS 
KESENIAN 

NAMA 
SENIMAN 

NAMA 
SANGGAR 

YANG 
BERGERAK 

DALAM JENIS 
KESENIAN 

JUDUL KARYA (NAMA 
TARIAN/BUKU/ 

LAGU/PEMENTASAN/ 
LUKISAN/SENI 

RUPA/DLL) 

 
 

Oktaviano F. 
Wuwung 

Sanggar 
Sinarongsongan 
Wene 

Tari Kabasaran 

3 SENI MUSIK Joudy Aray, 
S.Pd 

Sanggar 
Ma’zani 

Pementasan Musik 
Kolintang: 

1. Festival Wale 
Ma'zani 

2. Sena Umbanua 
3. Christmas Concert 
Karya Musik 
Kolintang: 
1. Apape 
2. Semeikaliong 
3. Menetlah genang-

genangan 
4. Tia mo kamu 

mangoro-ngoro 
5. Ma sigi sigian ma 

sawang-sawangan 
6. Sa wahu u na'e 

  Meidi E. 
Moningka, S.Si 

Sanggar Alfa 
Omega 
Tomohon 

Pementasan Musik 
Kolintang: 
1. Juara 3 Lomba 

Kolintang HAPSA 
PKB GMIM 2019 

2. Juara 3 Lomba 
Festival Bunaken 
2019 

3. Pengisi Acara 
Panggung Hiburan 
TIFF 2019 

4. Peserta Lomba PKT 
2019 

5. Rekaman Icon 
Pariwisata Budaya 
dari Kementerian 
Kemaritiman RI 
2020 

6. Terbaik 5 Pentas 
Lomba Kolintang 
Virtual Bermazmur 
Tingkat Nasional 
2020 

  Robby Alfred 
Armando Loho 
S.Kom., M.Kom 

Sanggar 
Mahzani Esa 
Tarendem 
Woloan 

Pementasan: 
1. Tampil dalam 

Festival Seni dan 
Budaya Woloan 
2019 

2. Juara 1 HUT RI 
Tahun 2019 

3. Tampil dalam 
Penjemputan Tamu 
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No. JENIS 
KESENIAN 

NAMA 
SENIMAN 

NAMA 
SANGGAR 

YANG 
BERGERAK 

DALAM JENIS 
KESENIAN 

JUDUL KARYA (NAMA 
TARIAN/BUKU/ 

LAGU/PEMENTASAN/ 
LUKISAN/SENI 

RUPA/DLL) 

di Rumah Panggung 
Tahun 2019 

  Dolfi Wowiling Sanggar Kelong 
Musik Karembangan 

4 SENI RUPA Budiyatmi MSn Sanggar Studio 
Atmi 

Karya Lukis yg 
dipamerkan: 

1. Via Dolorosa. Jl 
Salib Mahawu. 
Pameran Virtual 
Seni Rupa 
Kontemporer 
Relegiusitas 
Nusantara. 
Bandung 2020 

2. Via Dolorosa 
Pemberhentian ke 
7. Pameran Virtual 
Galeri Nasional 
Jakarta 2020. 

3. Aku Jawa & 
Minahasa. Pameran 
Tunggal. FKK 
Kemendikbud, 
Dinas Pendidikkan  
kota Tomohon & 
Unima 2018. 

  Ardes Pratama, 
S.Sn 

Art-Des Studio 1. Nasional Exebition 
(4 tahun terakhir) 

2. Nature, Culture, 
LV8 Bali 2020 

3. PBSR (Pameran 
Besar Seni Rupa) 
Kayuh Baimbay, 
Samarina 2018 

4. Pameran Dewan 
Kesenian 2018 

  Decky 
Mampouw 

Souvenir 
Maleosan 

Souvenir Gantungan 
kunci,Vas dari 
tempurung 

5 SENI 
SENDRATARI 

Joudy Aray Sanggar 
Ma’zani 

1. Festival Wale 
Ma'zani 

2. Sena Umbanua 
3. Christmas Concert 

  Manuel Aray Sanggar Gratia 1. Festival Wale 
Ma'zani 
2. Sena Umbanua 
3. Christmas Concert 

6  Otce Lagana Komunitas Seni 
dan Budaya Ne 
TombuluKota 
Tomohon 

 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (2022) 
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Pada tahun 2021, Kota Tomohon telah memiliki sarana prasarana olahraga 

berupa Stadion dan Gelanggang Olahraga (GOR) Babe Palar di kelurahan Walian, 

Kecamatan Tomohon Selatan. 

 

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM 
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 

Fokus layanan urusan wajib dilakukan melalui analisis kinerja atas 

indikator indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah 

yang menjadi pelayanan dasar masyarakat, yaitu bidang urusan pendidikan, 

kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan 

permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, 

dan sosial. Adapun urusan wajib non pelayanan dasar meliputi urusan tenaga 

kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, 

lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 

pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan 

menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, 

kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. 

1) Pendidikan 

Urusan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam 

pembangunan, mengingat melalui sektor pendidikan inilah yang menjadi 

modal sumber daya manusia berkualitas untuk mampu memberikan 

kontribusi secara signifi kan dalam pembangunan yang dibentuk. Gambaran 

umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya 

dapat dilihat dari indikator berikut: 

a) Angka Putus Sekolah 

Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai berhasil/tidaknya 

pembangunan di bidang pendidikan adalah angka putus sekolah, yaitu 

indikator yang mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak 

bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan 

tertentu. Data yang tersedia angka putus sekolah di Kota Tomohon pada 

tahun 2020 dan 2021 cukup rendah (< 1%). Kecilnya angka putus 

sekolah tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya program sekolah 

gratis, meningkatnya fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik, serta 

peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun 

pusat. Berikut adalah gambaran lengkap mengenai angka putus sekolah 

Kota Tomohon berdasarkan jenjang pendidikan tahun 2020–2021. 

Tabel 2.21 

Angka Putus Sekolah Kota Tomohon Tahun 2020-2021 
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Angka Putus Sekolah 2019 2020 2021 

SD 0,03% 0,24% 0,01% 

SMP 0,26% 0,69% 0,6% 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (2022) 

 

b) Persentase Guru Berpendidikan ≥S1 

Tenaga pendidik/guru mulai dari jenjang pendidikan PAUD sampai 

dengan SMP,  sebagaimana yang tertuang dalam pasal 29 ayat 1-6 

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan 

Nasional, harus mempunyai kualifikasi pendidikan minimal Diploma IV 

atau Sarjana (S1). Berikut merupakan capaian persentase guru 

berpendidikan ≥S1. 

Tabel 2.22 
Persentase Guru Berpendidikan ≥S1 di Kota Tomohon 

Persentase Guru 
Berkualifikasi ≥S1 2019 2020 2021 

PAUD 53,11 59,12 64,15 

SD 85,01 81,50 93,17 

SMP 81,19 89,5 79,61 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (2022) 

 

2) Kesehatan 

Derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor yjaitu lingkungan sehat, 

perilaku sehat, pelayanan kesehatan serta genetik. Dari keempat faktor 

tersebut faktor yang berpengaruh sangat besar terhadap derajat kesehtaan 

masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan sehat dan perilaku sehat sesuai 

dengan teori dari H.Bloom (1974). Salah satu parameter derajat kesehatan 

masyarakat suatu wilayah pada periode tertentu diukur melalui Angka 

Harapan Hidup Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai 

merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Angka Harapan Hidup 

(AHH) menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan 

“lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Tren 

perkembangan Angka Harapan Hidup selama 2019-2021 di Kota Tomohon 

sebagai berikut. 

Tabel 2.23 
Angka Harapan Hidup Kota Tomohon Tahun 2019-2021 

Indikator Satuan Satuan 2019 2020 2021 

Umur Harapan Hidup Tahun 71,58 71,69 71,76 
Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022) 
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Angka Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak 0 

tahun yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk. Usia harapan hidup di 

Kota Tomohon setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, 

angka harapan hidup di Kota Tomohon sebesar 71,76 tahun. 

 

1) Angka Kematian Ibu 

Angka Kematian Ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat 

hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang 

lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau 

pengelolaannya, dan bukan karena sebab- sebab lain, per 100.000 

kelahiran hidup. 

Tabel 2.24 
Jumlah Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu di Kota Tomohon  

Tahun 2019-2021 
Indikator Satuan Satuan 2019 2020 2021 

Jumlah Kematian Ibu Orang 3 5 2 

Angka Kematian Ibu Rasio per 100.000 
kelahiran 193,5 352,3 142,2 

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon (2022) 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kematian Ibu berfluktuasi 

setiap tahunnya, tetapi menurun pada tahun 2021. 

2) Angka Kematian Bayi 

Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian 

bayi di bawah usia 1 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun 

tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal 

sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu 

kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang sensitif 

terhadap ketersediaan kualitas dan pemanfaatan pelayanan kesehatan 

terutama yang berhubungan dengan perinatal yang mencerminkan 

keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru 

lahir sangat sensitif terhadap keadaan kesehatan ibu, lingkungan, 

perilaku dan status sosial orang tua bayi. Kesehatan promotif, preventif, 

kuratif dan rehabilitatif yang optimal akan tercermin secara jelas dengan 

menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi 

merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang 

dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. 

Perkembangan Angka Kematian Bayi selang tahun 2019-2021 mengalami 

kenaikan. 

Tabel 2.25 
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Jumlah Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi di Kota Tomohon 
Tahun 2019-2021 

Indikator Satuan Satuan 2019 2020 2021 

Jumlah Kematian Bayi Orang 13 20 20 

Angka Kematian Bayi Rasio 8,4 14,1 14,2 
Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon (2022) 

3) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 

Strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dengan 

fokus pada ibu dan anak yang meliputi: peningkatan status kesehatan 

dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan 

psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan 

kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak, 

secara pengalaman empirik dibeberapa tempat dapat dilakukan pada 

tingkatan Posyandu. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu 

dekat dengan Puskesmas supaya pendekatan pelayanan kesehatan 

terhadap masyarakat lebih mudah tercapai. Selama 3 tahun terakhir 

ketersediaan Posyandu di Kota Tomohon masih tetap sebanyak 9 unit. 

Tabel 2.26 
Jumlah Posyandu di Kota Tomohon Tahun 2019-2021 

Indikator Satuan Satuan 2019 2020 2021 
Jumlah posyandu Unit 9 9 9 

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022) 

4) Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per satuan penduduk 

Puskesmas, poliklinik dan pustu merupakan sarana penunjang 

kesehatan di garda terdepan bagi masyarakat dalam rangka 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah 

ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam 

menjangkau pelayanan kesehatan. Secara lengkap mengenai rasio 

puskesmas, poliklinik, dan pustu terhadap jumlah penduduk (per 1000 

penduduk) digambarkan sebagai berikut. 

 
Tabel 2.27 

Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu di Kota Tomohon 
Tahun 2019-2021 

Indikator Satuan Satuan 2019 2020 2021 

Jumlah Puskesmas Unit 8 7 7 

Jumlah Poliklinik Unit 1 1 2 

Jumlah Pustu Unit 27 28 29 

Rasio (x 1000 penduduk)  0,36 0,362 0,378 
Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022) 
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Tabel di atas menggambarkan rasio Puskesmas, poliklinik dan pustu per 

1000 penduduk selang waktu 2019-2021. Rasio meningkat setiap 

tahunnya meskipun tidak signifikan. Hal ini disebabkan laju 

pertumbuhan penduduk yang belum terlalu besar di Kota Tomohon. Akan 

tetapi peningkatan rasio puskesmas, poliklinik dan pustu tidak secara 

langsung menggambarkan pemenuhan pelayanan kesehatan, ada banyak 

faktor dan indikator yang bisa menunjukan tinggi rendahnya tingkat 

pemenuhan layanan Kesehatan. Situasi dan kondisi Kesehatan di Kota 

Tomohon berakitan pula dengan pelayanan Kesehatan yang diberikan 

oleh Pemerintah Kota Tomohon, termasuk 1 RSUD Anugerah, Lembaga 

masyarakat, dan juga swasta. 

5) Penanganan stunting 

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 

lima tahun (balita)karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang 

terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang 

disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya praktek pengasuhan yang 

kurang baik, terbatasnya layanan kesehatan, kurangnya akses makanan 

bergizi dan kurangnya akses air bersih serta sanitasi yang layak. 

Gambar 2.15 
Prevelansi Stunting Kota Tomohon Tahun 2019-2021 

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon (2022) 

Selang 3 tahun terakhir, angka prevelansi stunting di Kota Tomohon terus 

menurun dan cukup signifikan. Hal ini sebagai bentuk keberhasilan 

sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah 

Kota Tomohon. Interverensi penanganan stunting bersifat 

multidimensional sehingga perlu konvergensi peran berbagai sektor, 

bukan hanya sektor Kesehatan tetapi juga sektor non Kesehatan. Pada 

tahun 2021, prevelansi stunting Kota Tomohon menggunakan juga 

pendekatan dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) sebesar 18,3%, 

sedangkan dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis 

Masyarakat sebesar 0,34%. 

19,22

6,2

1,32

2019 2020 2021
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3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

a) Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik 

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya 

kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan jaringan jalan yang baik. 

Infrastruktur jalan yang baik merupakan modal  sosial bagi masyarakat 

dalam menjalani roda perekonomian. Jika kondisi infrastruktur jalan 

semakin baik, maka semakin baik pula roda perekonomiannya.  

Sepanjang tahun 2019-2021, terjadi rata-rata penambahan panjang jalan 

untuk jalan yang menjadi kewenangan Kota sebesar 5,3 km.  

Tabel 2.28 
Panjang Jalan (km) Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah  

Tahun 2019-2021 
Tingkat Kewenangan 

Pemerintah 
2019 2020 2021 

Negara 27 27 27 

Provinsi 12 12 12 

Kota 542,86 544,58 553,47 

Total 581,86 583,58 592,47 

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022) 

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya 

persentase tingkat kerusakan, yang terbagi ke dalam beberapa tingkatan, 

yaitu: baik, sedang, rusak, ringan dan rusak berat. Setiap tahunnya 

kondisi jalan kewenangan Kota di Kota Tomohon mengalami peningkatan 

(dalam kondisi baik). 

Tabel 2.29 
Panjang Jalan (km) Menurut Kondisi Jalan di Kota Tomohon  

Tahun 2019-2021 
Kondisi Jalan 2019 2020 2021 

Baik 398,17 410,69 437,01 

Sedang 42,72 43,13 35,65 

Rusak 52,09 41,53 36,58 

Rusak Berat 77,13 49,23 44,23 

Total 542,86 544,58 553,47 

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022) 

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang harus memiliki kondisi 

mantap untuk  memberikan pelayanan yang maksimum terhadap pengguna 

jalan. Kerusakan jalan lebih cepat dari umur rencana sering terjadi 

khususnya di jalan-jalan arteri. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan 

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi jalan 

agar mencapai umur layan sesuai yang direncanakan. Jalan dengan kondisi 

pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang 
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sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar 

tertentu. Pada tahun 2021, tingkat kematangan jalan Kota di Kota Tomohon 

sebesar 85,40%. 

Persentase penduduk berakses air minum 

4) Perumahan Rakyat dan Permukiman 

Setiap warga negara berhak hidup sejahtera dan lahir dan bertempat tinggal 

serta mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Untuk itu Pemerintah 

Kota Tomohon terus berupaya agar masyarakat memiliki tempat tinggal dan 

menghuni rumah yang layak dan terjangkau serta dalam lingkungan yang 

baik. Perbaikan RTLH merupakan salah satu upaya dalam pengentasan 

kemskinan di Kota Tomohon. 

Tabel 2.30 

Persentase Kawasan Kumuh, Unir RTLH, Jumlah Perumahan dilengkapi 

PSU di Kota Tomohon Tahun 2021 

Uraian 2021 

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 

ha di kab/ kota yang ditangani 
77,81% 

Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak 

Layak Huni) 
3,21% 

Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU 

(Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 
8,19% 

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota 
Tomohon (2022) 

 
5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah yang 

melaksanakan tugas Kepala Daerah untuk memelihara dan 

menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan menegakkan 

Peraturan Daerah (Perda). Tidak hanya itu, Polisi Pamong Praja juga harus 

menegakkan Keputusan dari Kepala Daerah. Pembangunan kawasan 

perkotaan tak terlepas dari K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan). 

Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat dan 

lainnya. Kemudian, Tingkat urbanisasi dan pertumbuhan kawasan 

perkotaan yang tinggi, menjadikannya sebagai kondisi potensial terhadap 

ketertiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau, 

daerah resapan, dan lain-lain. 

Pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi, industrialisasi dan keterbatasan 

ruang menjadi konsekuensi logis dari perkembangan kota. Di sisi lain, hal 

ini akan berdampak negatif jika kebersihan lingkungan tidak dikelola secara 
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baik. Tingginya produksi sampah di kawasan perkotaan menjadi sebuah 

ancaman yang serius terhadap kebersihan kawasan perkotaan. Keindahan 

adalah hasil dari sinergi antara ketertiban dan kebersihan, dimana kawasan 

perkotaan bisa menjadi tempat yang tertata dan terkelola secara baik. Setiap 

pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten/Kota 

harus ditindak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Hal ini, 

bertujuan untuk memelihara ketertiban, ketentraman, serta keindahan di 

Kabupaten/Kota. Hal ini menjadi tugas Polisi Pamong Praja sebagai aparatur 

daerah untuk melaksanakan tugas penegakan Perda, termasuk Perda 

tentang ketertiban, ketentraman, dan keindahan. 

Tabel 2.31 
Penyelesaian Penegakan Perda di Kota Tomohon Tahun 2019-2021 

No Uraian 2019 2020 2021 

1 
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran 
K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan 
Keindahan) 

100 100 100 

2 
Persentase Penyelesaian Penegakan 
Perda 

100 100 100 

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (2022) 

Untuk memberikan perlindungan terhadap bencana kebakaran, menurut 

Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen 

Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah 

Manajemen Kebakaran. Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah 

tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK. Manajemen 

Penanggulangan Kebakaran merupakan upaya dalam melindungi kebakaran 

suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai 

suatu public service dalam suatu WMK. 

Tabel 2.32 
Indikator Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kota Tomohon  

Tahun 2019-2021 
No Uraian 2019 2020 2021 

1 
Persentase pelayanan penyelamatan 
dan evakuasi korban kebakaran 

100% 100% 100% 

2 
Persentase waktu tanggap (respons 
time rate) daerah layanan wilayah 
manajemen kebakaran (WMK) 

100% 100% 100% 

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (2022) 

6) Sosial 

Pada tahun 2021, Program Pengentasan Kemiskinan lewat pemberian 

bantuan sosial sebagaimana tersaji pada gambar berikut. 
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Gambar 2.16 

Sumber: Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon (2022) 

Pada tahun 2021, Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar 100% (jumlah PKH 4087, lanjut 

usia 1623 orang dan penyandang disabilitas 98 orang). Sedangkan untuk 

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan 

dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota 

sebesar 100% (bantuan covid-19 sebanyak 1257 jiwa dan korban kebakaran, 

longsor dan banjir sebanyak 22 KK). 

7) Tenaga Kerja 

a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan suatu indikator 

ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif 

secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari yang merujuk pada waktu dalam 

periode survei. Dalam kelompok umur muda (15-24 tahun), TPAK cenderung 

rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan 

angkatan kerja (sekolah). Hal serupa juga terjadi pada kelompok umur tua 

(diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa 

purnabakti (pensiun). Berikut merupakan gambaran TPAK Kota Tomohon 

periode 2019-2021. 

Tabel 2.33 
Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk usia kerja dan Bekerja 

Terhadap Angkatan Kerja Di Kota Tomohon Tahun 2019 - 2021 
No Uraian 2019 2020 2021 

1 Persentase Angkatan Kerja 
terhadap Penduduk usia kerja 62,69 59,59 57,90 

2 Persentase Bekerja terhadap 
Angkatan Kerja 92,25 91,01 91,16 

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022) 

6, PROGRAM PENGENTASAN 
EN KEIsKINAN 

KOTA TOMOHON 

JUML PENDUIDUK AISIN BER.DA,SARKA 
DATA 
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UNA'} $4%40%4$490P 

2DAA9RORA LAA WA#APA.N 
$£BA004K 3786KP4 

3 DNA BERA SETERA DAMM OTA 
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4. BANTU#AN SOSA TUNA BT 39$8p4 
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EX 

BANOS IA. 2021 

52m 

% 
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b) Tingkat Pengangguran Terbuka 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikasi tentang penduduk 

usia kerja yang tergolong dalam kelompok pengangguran. Tingkat 

pengangguran terbuka diukur dengan persentase jumlah 

penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari 

indikator pengangguran terbuka adalah sebagai acuan pemerintah untuk 

membuat lapangan kerja baru, selain itu indikator tersebut bisa dalam 

satuan unit (orang) maupun persen. Kemudian, dalam perkembangannya 

dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari 

tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan 

evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka 

kemiskinan. Gambaran tingkat pengangguran Kota Tomohon periode 2019-

2021 digambarkan sebagai berikut. 

Tabel 2.34 
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tomohon Tahun 2019-2021 

No Uraian 2019 2020 2021 

1 Tingkat Pengangguran Terbuka 7,48 8,99 8,84 

Sumber: BPS Tomohon (TDA 2022) 

8) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 

Akses yang luas terhadap perempuan untuk ikut berperan aktif pada semua 

bidang kehidupan diperlukan dalam rangka memberdayakan perempuan 

menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan, salah 

satunya dengan diukur melalui partisipasi angkatan kerja perempuan, baik 

pada lembaga pemerintah maupun swasta. Berikut merupakan gambaran 

partisipasi Angkatan kerja perempuan di Kota Tomohon selama kurun waktu 

2019-2021. 

Tabel 2.35 
Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan Kota Tomohon  

Tahun 2019-2021 

No Uraian 2019 2020 2021 

1 Tingkat partisipasi Angkatan 
kerja perempuan 37,65% 37,19% 40,21% 

Sumber: Olahan BPS Tomohon (TDA 2022) 

9) Pangan 

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan 

ekonomi. Kejadian mengenai rawan pangan menjadi masalah  yang  sangat  

sensitif  dalam  dinamika  kehidupan sosial-politik. Oleh sebab itu, 

mewujudkan ketahanan pangan menjadi hal yang sangat penting, 

khususnya di Kota Tomohon. Berikut merupakan capaian indikator Pangan 

Daerah Kota Tomohon. 
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Tabel 2.36 
Indikator Pangan Kota Tomohon Tahun 2019-2021 

No Uraian 2019 2020 2021 

1 Skor Pola Pangan Harapan 
Konsumsi 93,6% 93,1% 95% 

2 Penguatan cadangan pangan 
(beras) 3 ton 3 ton 3,621 ton 

3 Stabilitas Harga Pangan Pokok 95,7% 96% 83,14% 

4 Skor Pola Pangan Harapan 
Ketersediaan 98,3% 85,77% 101% 

Sumber: Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon 

10) Lingkungan Hidup 

a) Persentase Penanganan Sampah 

Salah satu masalah yang dihadapi oleh berbagai kota di Indonesia, 

khususnya Kota Tomohon mengenai masalah persampahan. Masalah 

persampahan yang cukup sulit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan 

dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan akhir (TPA) yang layak, baik 

secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPA selain dapat menampung 

timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya 

yang mungkin akan muncul akibat penimbunan sampah tersebut. Berikut 

penanganan sampah Kota Tomohon tahun 2021. 

Tabel 2.37 
Indikator Pengelolaan Sampah Kota Tomohon Tahun 2021 

Uraian Capaian 
Rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume 
timbulan sampah 

39,17% 

Kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 72,62% 

Rasio jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada lingkungan 6,91% 

Sumber: DLH Kota Tomohon (2022) 

b) Kualitas Lingkungan Hidup 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sasaran yang ingin 

dicapai DLH Kota Tomohon. IKLH pada dasarnya digunakan untuk 

mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian 

tujuan berkelanjutan di Indonesia. IKLH difokuskan pada media lingkungan 

air, udara dan tutupan lahan. Adapun capaian IKLH Kota Tomohon tahun 

2021 sebagaimna tersaji berikut. 

Tabel 2.38 
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tomohon Tahun 2021 

Indeks Capaian Kategori 

Indeks Kualitas Air (IKA) 45 Kurang 
Indeks Kualitas Udara (IKU) 89,65 Baik 

Indeks Kualitas Tutupan Lahan  42,64 Kurang 

Sumber: DLH Kota Tomohon (2022) 
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Total Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tomohon sebesar 57,451%.  
11) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 

a) Persentase Jumlah Penduduk yang sudah Terdaftar dalam Catatan Sipil 
Indikator ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. 
Salah satu bentuknya  dapat terlihat dari jumlah penduduk yang telah 
memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah. 
Peningkatan/penurunan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, 
Akte Kelahiran dan Akte Nikah menggambarkan tingkat kesadaran 
masyarakat mengenai identitas diri/administrasi kependudukan. 

Tabel 2.39 
Indikator Pencatatan Sipil Kota Tomohon Tahun 2021 

No Uraian 2021 
1 Perekaman KTP Elektronik 96,72% 

2 Persentase anak usia 1 – 7 tahun kurang 1 (satu) 
hari yang memiliki KIA 88,66% 

3 Kepemilikan Akta Kelahiran 98,44% 
Sumber: LAKIP Pemerintah Kota Tomohon (2022) 

12) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
a) Cakupan Peserta KB Aktif 
Cakupan peserta KB aktif merupakan perbandingan antara jumlah peserta 
KB aktif dengan Pasangan Usia Subur. Cakupan peserta KB aktif 
menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara Pasangan Usia 
Subur. 

Tabel 2.40 
Jumlah Peserta KB Aktif dan Jenis Alat Kontrasepsi Tahun 2019-2021 

No Uraian 2019 2020 2021 

1 IUD 1716 1544 866 
2 MOW 666 757 501 
3 MOP 56 64 17 
4 KONDOM 497 449 70 
5 IMPLAN 1429 1469 674 
6 SUNTIKAN 6977 8665 3674 
7 PIL 2182 2315 848 
 TOTAL 13.523 15.263 6.650 

Sumber: https://sulut.bps.go.id (2022) 
 

Cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di 
antara Pasangan Usia Subur. 

Tabel 2.41 
Jumlah Pasangan Usia Subur dan cakupan peserta KB Aktif Kota Tomohon 

Tahun 2019-2021 

No Uraian 2019 2020 2021 
1 Pasangan Usia Subur 15.663 17.303 8.660 
2 Cakupan Peserta KB Aktif 86,33% 88,21% 76,78% 

Sumber: https://sulut.bps.go.id (2022) 
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13) Perhubungan 

Pada tahun 2021, jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang 

angkutan jalan tipe C yang tersedia yaitu sebanyak 1 terminal. Untuk 

layanan angkutan umum, jumlah angkutan perkotaan yaitu sebanyak 23 

unit. Sepanjang tahun 2021, jumlah kendaraan yang diuji secara berkala 

sebanyak 281 unit. 

Rasio konektivitas jalan di Kota Tomohon sebesar 0,26 mengingat akses 

konektivitas di Kota Tomohon hanya melalui jalan darat. Sedangkan untuk 

V/C Ratio ruas jalan raya Tomohon sebesar 87, ruas jalan Babe Palar (KTL) 

sebesar 79, ruas jalan raya Tomohon-Manado sebesar 68, dan ruas jalan 

Polres Tomohon sebesar 28. 

14) Komunikasi dan Informatika 

Sarana/prasarana komunikasi dan informatika saat ini mengalami 

perkembangan yang pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia. Melalui 

teknologi komunikasi dan informasi segala aktivitas manusia dilakukan 

dengan cara yang baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, 

dan efektif. Kemudian, semua proses pelaksanaaan kegiatan serta konten 

dapat ditransformasikan dari fisik dan statis menjadi digital, mobile, virtual 

serta personal, dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat. 

Teknologi informasi bisa digunakan untuk mengolah data, termasuk 

memproses, mendapatkan, menyusun,  menyimpan,  memanipulasi  data  

dalam  berbagai  cara untuk menghasilkan  informasi  yang  berkualitas, 

yaitu informasi yang  relevan, akurat dan tepat waktu, serta dapat digunakan 

untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk 

pengambilan keputusan. 

Pada tahun 2021 ada 6 layanan publik yang diselenggarakan secara online 

dan terintegrasi, yaitu layanan kegawat daruratan (call center 112), layanan 

penanganan keluhan masyarakat (Qlue), Layanan kependudukan (sistem 

data kependudukan), layanan perijinan (OSS), layanan pasar online, dan 

LPSE. Sedangkan untuk penggunaan internet yang disediakan Dinas 

Kominfo, telah dimanfaatkan oleh 23 PD dari total 34 PD (68%). 

15) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Persentase koperasi aktif 

Koperasi merupakan salah satu usaha yang berguna dalam rangka 

pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas 

lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka 

diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya 

kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. 

Jumlah Usaha Kecil Mikro dan Menengah Binaan 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM) terdapat beberapa kriteria yang digunakan 

untuk mendefinisikan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah: 

a) Usaha Mikro 

Kriteria kelompok Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 

Usaha Mikro. 

b) Usaha Kecil 

Kriteria Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadibagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria 

Usaha Kecil. 

c) Usaha Menengah 

Kriteria Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan 

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. 

Tabel 2.42 
Jumlah Koperasi dan UMKM Kota Tomohon Tahun 2019-2021 

No Uraian 2019 2020 2021 

1 Koperasi 276 278 278 

2 UMKM 6.315 10.028 13.281 

3 Rasio pertumbuhan wirausaha 
baru yang berskala mikro 51,27 13,09 28,64 

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tomohon (2022) 

16) Penanaman Modal 

Hampir semua kabupaten/kota membutuhkan modal dalam negeri maupun 

modal asing dalam rangka melaksanakan program/kegiatan pembangunan. 

Modal dalam negeri maupun modal asing merupakan suatu hal yang sangat 

penting bagi pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Sehingga kehadiran 

investor nampaknya tidak mungkin dihindari, namun dengan adanya 

kehadiran investor asing sangat dipengaruhi oleh kondisi internal negara, 

seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum dan lain sebagainya. 

Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak 
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hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal itu 

ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Kebijakan mengundang 

investor, terutama investor asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor 

dan substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat 

mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional 

Indonesia, khususnya Kota Tomohon. 

Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin 

menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah 

berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. 

Dan semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan 

keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk 

merealisasikan investasi yang telah direncanakan. 

Tabel 2.43 
Jumlah Investasi di Kota Tomohon Tahun 2020-2021 

No Uraian 2020 (Rp.) 2021 (Rp.) Persentase 
Pertumbuhan 

1 Jumlah investasi 85.062.930.667 309.074.665.175 263,35% 

Sumber: DPMPTSP (2022) 

Dibandingkan tahun 2020, jumlah investasi di Kota Tomohon pada tahun 

2021 meningkat drastis dengan peningkatan sebesar 263,35% dengan total 

investasi sebesar Rp. 309.074.665.175. Selama tahun 2021, DPMPTSP 

sudah menerbitkan 1.123 perizinan dan 664 non perizinan. 

17) Pemuda dan Olahraga 

Pada tahun 2021, Kota Tomohon telah memiliki sarana prasarana olahraga 

berupa Stadion dan Gelanggang Olahraga (GOR) Babe Palar di kelurahan 

Walian, Kecamatan Tomohon Selatan. Selain itu, pada tahun 2021 Tingkat 

partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri hanya sebesar 7,72%, 

sedangkan Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan 

organisasi sosial kemasyarakatan sebesar 17,63%. Sepanjang tahun 2021, 

jumlah medali yang diperoleh pada event-event olahraga nasional sebanyak 

7 medali. 

18) Statistik 

Dokumen Statistik (Buku Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kota) 

Instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan 

pembangunan daerah serta sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan 

dan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan data/informasi 

statistik (dokumen statistik). Ketersediaan dokumen statistik memudahkan 

pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai 

bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai 
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bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. 

Tabel 2.44 
Ketersediaan Data Statistik Kota Tomohon Tahun 2019-2021 

No Uraian Capaian Tahun 
2019 2020 2021 

1 Buku Tomohon Dalam Angka (BPS) Ada Ada Ada 

2 Buku PDRB Kota Tomohon (BPS) Ada Ada Ada 

3 Buku Kecamatan Dalam Angka (BPS) Ada Ada Ada 

4 Buku Progress Report Ada Ada Ada 

Sumber: Website https://tomohonkota.bps.go.id (2021) 

19) Persandian 

Indikator urusan persandian di Kota Tomohon dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 2.45 
Indikator Persandian Kota Tomohon Tahun 2021 

Uraian Capaian 
Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui 
kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah 
kegiatan strategis yang harus diamankan 

100% 

Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip 
sistem manajemen yang telah menerapka prinsipprinsip 
manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi 
persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada 
pada pemerintah daerah 

100% 

Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah 
diaudit dengan resiko kategori rendah 

100% 

Sumber: Dinas Komunikasi & Informatika (Tahun 2022) 

Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun 

unsur strategis pemerintah guna membahas hal hal strategi atau kebijakan 

penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan 

sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung 

tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat 

Pimpinan  Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara Penting dan lain-lain. 

Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses  

komunikasi pada suatu area tertentu  selama berlangsungnya kegiatan 

strategis  Jumlah kegiatan strategis yang akan diamankan ditentukan 

dengan  memperhatikan frekuensi kegiatan strategis pada tahun sebelumnya 

dan proyeksi kebutuhan kegiatan  pengamanan sinyal yang dituangkan 

dalam dokumen perencanaan. 

Kegiatan Strategis pengaman signal yaitu kerjasama dengan Balai Monitor 

Komunikasi dan Frekwensi Kementerian Kominfo pada setiap pelaksanaan 
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kegiatan berskala Nasional dikota tomohon dalam rangka pengamanan 

signal.  

Sistem Elektronik yang menerapkan SMKI; Seluruh lalu lintas data telah 

mengikuti SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi), diperkuat dengan 

Honeypot dari BSSN. 

 Aplikasi SARIP 

 Aplikasi SIMDA 

 Aplikasi SAPK 

 Aplikasi PPDB 

 Aplikasi OSS 

 Aplikasi SIPD 

 Aplikasi Sistem Pendataan Kependudukan  

 Aplikasi Kepegawaian Walkonic 

20) Kebudayaan 

Pembangunan kebudayaan ditujukan untuk melestarikan dan 

mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan 

nilai-nilai budaya daerah di tengah kondisi yang semakin derasnya akan 

arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Gambaran umum 

kondisi daerah terkait dengan urusan kebudayaan salah satunya dapat 

dilihat dari indikator kinerja jumlah objek pemajuan kebudayaan yang 

dilindungi, jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan dan 

jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan. Berikut gambaran 

indikator kinerja kebudayaan di Kota Tomohon tahun 2021: 

Tabel 2.46 
Capaian Indikator Kebudayaan Tahun 2021 

No Uraian 
Capaian Tahun 

2019 2020 2021 
1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 3 3 3 

2 
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya 
yang dilestarikan 

1 1 1 

3 
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi 
dan inventarisasi 

0 0 0 

4 
Jumlah cagar budaya yang dikelola 
secara terpadu 

1 1 1 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (2021) 

21) Perpustakaan 

a) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun 

Indikator efektivitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat 

dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya 

jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya 

baca di daerah. 
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Tabel 2.47 
Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Tahun 2019-2021 

No  Uraian 
Capaian Tahun 

2019 2020 2021 
1 Jumlah pengunjung 

perpustakaan per 
tahun (orang) 

1.215 659 367 

2 Jumlah pustakawan 0 0 0 
3 Jumlah koleksi 

buku perpustakaan 
daerah 

23.506 eks /  
11.838 judul 

23.506 eks /  
11.838 judul 

23.506 eks /  
11.838 judul 

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (2021) 

b) Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah 
Banyaknya koleksi buku yang tersedia pada perpustakaan dapat 
menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka 
kepada masyarakat pengguna perpustakan. Selain itu juga menunjukkan 
ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah 
untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang 
kelangsungan pelayanan pendidikan. 

22) Kearsipan 
Kearsipan (filing) adalah sesuatu proses pengaturan dan penyimpanan 
bahan bahan secara sistematis, sehingga bahan-bahan tersebut dengan 
cepat dapat dicari atau diketahui tempatnya setiap kali diperlukan. 
Pengertian arsip menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk 
dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, 
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Tabel 2.48 
Jumlah Arsiparis 

No  Uraian 
Capaian Tahun 

2019 2020 2021 
1 Jumlah arsiparis (orang) 0 0 0 

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (2021) 

Kota Tomohon hingga tahun 2021 belum memiliki tenaga ahli arsiparis. 

Sejauh ini masih memanfaatkan pegawai ASN Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan. 

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 
1) Kelautan dan Perikanan 

Capaian urusan perikanan di Kota Tomohon sepanjang tahun 2021 sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.49 
Capaian Urusan Perikanan Kota Tomohon Tahun 2021 

No Uraian 2021 

1 

Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan 
pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan 
dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses 
iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) 

206 orang 

2 
Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di 
produksi 

458.200 
ekor 

3 
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) 
Kota 

310.966 
ton 

Sumber: Dinas Pertanian & Perikanan Kota Tomohon (2022) 

2) Pariwisata 

Adanya pandemi covid-19 tentunya sangat berpengaruh terhadap kunjungan 

wisatawan ke Kota Tomohon, khususnya kunjungan wisatawan 

mancanegara karena adanya pembatasan perjalanan ke luar negeri.  

Tabel 2.50 
Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik & Mancanegara 

Di Kota Tomohon Tahun 2020-2021 

Uraian 
Tahun Tingkat 

Pertumbuhan 2020 2021 
Wisatawan Mancanegara 630 4 -99,37% 

Wisatawan Nusantara 304.924 378.793 24,23% 

Sumber: Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon (2022) 

Tabel 2.51 
Usaha Jasa Penginapan di Kota Tomohon Menurut Kategori Berbintang 

Tahun 2017-2021 

TAHUN 
USAHA JASA PENGINAPAN 

JUMLAH Bintang 
5 

Bintang 
4 

Bintang 
3 

Bintang 
2 

Bintang 
1 

Non 
Bintang 

2017  - -  6 7 5 7 25 

2018  -  - 7 7 5 7 26 

2019  -  - 8 7 5 8 28 

2020  -  - 8 7 5 8 28 

2021  -  - 8 7 5 8 28 

Sumber: Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon (2022) 

 

3) Pertanian 

a) Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar 

Produktivitas tanaman pangan adalah kemampuan suatu tanah untuk 

menghasilkan tanaman  pangan yang sedang diusahakan dengan sistem 

pengelolaan tertentu, termasuk proses produksi. 
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Tabel 2.52 
Produktivitas Tanaman Pangan Kota Tomohon Tahun 2021 

No Uraian 2021 

1 Produktivitas padi per per hektar per tahun 600 ton 

2 Produktivitas jagung per per hektar per tahun 700 ton 

3 Produktivitas kacang tanah per per hektar per 
tahun 182 ton 

4 Produktivitas kedelai per per hektar per tahun 120 ton 

5 Produktivitas ubi kayu per per hektar per tahun 1201 ton 

6 Produktivitas ubi jalar per per hektar per tahun 1197 ton 

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon (2022) 

b) Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB 

Sebagai salah satu daerah sentra produksi Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan, maka kontribusi sektor tersebut terhadap pencapaian PDRB 

Kota Tomohon cukup besar.   

Tabel 2.53 
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB 

Tahun 2019-2021 

No Uraian 2019 2020 2021 

1 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan 
dan Perikanan terhadap PDRB 14,02 14,06 13,85 

Sumber: TDA 2022 (BPS) 

4) Perdagangan 

Pada tahun 2021 sebanyak 31 pelaku usaha dari total 40 pelaku usaha yang 

telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan, yaitu (IUPP/SIUP Pusat 

Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (capaian sebesar 77,5%). 

Dari sisi realisasi distribusi pupuk, pada tahun 2021 memperoleh capaian 

sebesar 66,71%.  

Untuk jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun 2021 

sebanyak 194 dari total 2576 UTTP yang wajib ditera dan tera ulang, atau 

capaiannya baru sekitar 7,53%. 

5) Perindustrian 

Pada tahun 2021, jumlah industri di Kota Tomohon (1352) meningkat 

sebanyak 147 industri dibandingkan tahun 2020 sebanyak 1205 industri, 

atau meningkat sebesar 12,20%.  

  

2.1.3.3. Fungsi Penunjang Lainnya 
1) Perencanaan pembangunan 

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin 
program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan 
secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah, 
diantaranya: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD), 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

Tabel 2.54 
Indikator Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan 

No Indikator Capaian Tahun 
2019 2020 2021 

1. 

Persentase ketersediaan dokumen 
perencanaan pembangunan yang 
ditetapkan dengan Perda/Peraturan 
Walikota tepat waktu 

100% 100% 100% 

2. 

Persentase kesesuaian dokumen 
perencanaan daerah yang sinkron dengan 
perencanaan Provinsi dan Pusat 

100% 100% 100% 

Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (2022) 

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin 
program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan 
secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah, 
diantaranya: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

2) Keuangan 
Indikator keuangan Kota Tomohon Tahun 2021 dapa dilihat pada tabel 
berikut. 

Tabel 2.55 
Indikator Keuangan Tahun 2021 

No Uraian 2021 

1 Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga 
Kesehatan 17,57 

2 Rasio PAD 1,87% 

3 Opini Laporan Keuangan 8 tahun terakhir WTP 

4 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan 68,57% 

5 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam 
APBD -20,3% 

6 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam 
APBD 14,10% 

7 Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam 
APBD tahun sebelumnya 1,85% 

Sumber: BPKPD Kota Tomohon (2022) 

3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. 

Tabel 2.56 
Capaian Indikator Kepegawaian Tahun 2021 

No Uraian 2019 

1 Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar 
(%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 431% 
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No Uraian 2019 

2 Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru 
dan tenaga kesehatan) 5,57% 

3 Rasio Jabatan Fungsional (%)  bersertifikat Kompetensi 
(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 50,4% 

Sumber: BKPSDM Kota Tomohon (2022) 

4) Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan Pengembangan memiliki peranan yang penting sebagai 

pendukung dalam pembangunan suatu daerah. Pada tahun 2021, penelitian 

dan pengembangan Kota Tomohon melaksanakan 2 (dua) jenis kajian, yaitu 

Rencana Induk Kelitbangan dan Pengembangan Masterplan Smartcity Kota 

Tomohon Tahun 2022-2026. 

5) Pengawasan 

Dalam pelaksanaan pemerintah aspek pengawasan mutlak 

diimplementasikan secara komprehensif sebagai alat evaluasi terhadap 

program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Pada tahun 2020 & 2021, 

tingkat kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan 

laporan hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP yaitu pada 

level 3. Sedangkan untuk tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) yaitu pada level 3.  

6) Fungsi Penunjang Lainnya 

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi 

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia 

birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban 

instansi pemerintah untuk mempetanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Hasil evaluasi AKIP 

menunjukan tingkat efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran 

dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya 

kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada 

hasil. 

Pemberian nilai evaluasi SAKIP kepada Pemerintah Daerah yang bertujuan 

untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil 

(outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya 

pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) 

serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. 

Perbandingan Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang 

baik, dari tahun 2016 dengan kategori CC, tahun 2017 dengan nilai 60,03 
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(kategori B), tahun 2018 adalah nilai 62,17 (kategori B), tahun 2019 dengan 

nilai 62,99 (kategori B), tahun 2020 dengan nilai 64,01 dan tahun 2021 

masih menunggu hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB. Sebagai 

catatan, kinerja ini adalah realisasi nilai akuntabilitas kinerja tahun 2019 

yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB tahun 2021, sedangkan 

realisasi nilai akuntabilitas kinerja tahun 2020 belum dikeluarkan oleh 

Kementerian PAN dan RB pada tahun 2022. 

Tabel 2.57 
Nilai SAKIP Kota Tomohon Tahun 2016-2020 

Indikator 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 
Nilai SAKIP B (60,03) B (62,17) B (62,99) B (64,01) B (63,93) 

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Tomohon (2022) 

Pada tahun 2021, hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas 

kinerja Pemerintah Kota Tomohon memperoleh nilai 63,93 (predikat B). 

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan 

anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan 

budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang 

berorientasi hasil pada Pemerintah Kota Tomohon menunjukkan hasil yang 

baik. 

 

2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH 
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 

a) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 

Secara total, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki tren yang 

meningkat mulai tahun 2018-2021 seiring dengan pertambahan jumlah 

penduduk dan tingkat perekonomian di Kota Tomohon. Penurunan terjadi 

pengeluaran konsumsi rumah tangga terjadi pada tahun 2020 sebagai 

dampak adanya pandemi Covid-19. 

Gambar 2.17 
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2018-2021 

 
Sumber: TDA BPS (2022) 
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2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 
a) Bencana 

Bencana alam merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan/penghidupan masyarakat yang 

disebabkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, 

banjir, angin topan/puting beliung, dan tanah longsor sehingga 

mengakibatkan kerugian materi maupun non-materi. Berikut merupakan 

data jumlah kejadian bencana yang terjadi di Kota Tomohon: 

Tabel 2.58 
Jumlah Kejadian Bencana Daerah Kota Tomohon (2019-2021) 

Kecamatan Banjir Gempa Bumi Tanah Longsor 
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Tomohon 
Selatan 1 - - - - - - - - 

Tomohon 
Tengah 1 - - - - - - - - 

Tomohon 
Timur - 1 - - - - 3 - 1 

Tomohon 
Barat - - - - - - - - - 

Tomohon 
Utara 1 - - - - - 3 1 2 

Total 3 1 0 0 0 0 6 1 3 
Sumber: BPS – Tomohon Dalam Angka (Tahun 2022) 

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi 
1) Investasi dan Perijinan 

Pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan ditunjukkan dengan 
adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan salah satu indikator 
makro yaitu pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor penting yang 
mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu adanya investasi atau penanaman 
modal. Daerah yang menarik sebagai tujuan penanaman modal akan 
memiliki kesempatan yang besar untuk semakin bertumbuh. 
Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin 
menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah 
berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. 
Dan semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan 
keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk 
merealisasikan investasi yang telah direncanakan. 

Tabel 2.59 
Jumlah Investasi di Kota Tomohon Tahun 2020-2021 

No Uraian 2020 (Rp.) 2021 (Rp.) Persentase 
Pertumbuhan 

1 Jumlah 
investasi 85.062.930.667 309.074.665.175 263,35% 

Sumber: DPMPTSP (2022) 
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Dibandingkan tahun 2020, jumlah investasi di Kota Tomohon pada tahun 

2021 meningkat drastis dengan peningkatan sebesar 263,35% dengan total 

investasi sebesar Rp. 309.074.665.175. Selama tahun 2021, DPMPTSP 

sudah menerbitkan 1.123 perizinan dan 664 non perizinan. 

2) Pajak dan Retribusi Daerah 

Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut pajak 

(taxing power) dan transfer ke daerah, merupakan instrumen utama dalam 

pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kebijakan taxing power kepada daerah 

dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan undang undang tersebut, 

pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah adalah 16 jenis, meliputi 5 

jenis yang dapat dipungut oleh provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 11 

jenis. 

Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Tomohon telah menetapkan jenis mata 

pajak daerah yang menjadi PAD Kota Tomohon yaitu: pajak hotel, pajak 

restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak 

parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan 

logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

Tabel 2.60 
Rincian Pendapatan Pajak Daerah Kota Tomohon 

Tahun Anggaran 2021 
No Uraian Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Persentase 

1 Pajak Hotel 1.100.000.000,00 1.024.079.990,00 93,1 

2 Pajak Restoran 5.600.000.000,00 5.525.870.684,00 98,68 
3 Pajak Hiburan 95.000.000,00 95.641.286,00 100,68 
4 Pajak Reklame 2.493.468.750,00 2.304.763.120,00 92,43 

5 
Pajak Penerangan 
Jalan 

5.258.231.458,00 5.353.213.985,00 101,81 

6 Pajak Parkir 125.000.000,00 125.260.567,00 100,21 
7 Pajak Air Tanah 5.000.000,00 3.815.250,00 76,31 

8 
Pajak Sarang Burung 
Walet 

5.000.000,00 4.000.000,00 80 

9 
Pajak Mineral Bukan 
Logam Dan Batuan 

1.600.000.000,00 1.574.553.786,00 98,41 

10 
Pajak Bumi Dan 
Bangunan Perdesaan 
Dan Perkotaan 

4.841.473.514,00 5.629.722.825,00 116,28 

11 
Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah Dan 
Bangunan 

4.276.826.278,00 3.841.094.375,00 89,81 

 JUMLAH 25.400.000.000 25.482.015.868 100,32 
Sumber: Badan Pengelola Keuangan & Pendapatan Daerah Kota Tomohon  

(Tahun 2022) 
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Kewenangan untuk memungut retribusi bagi pemerintah daerah diatur 

dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut aturan tersebut 

bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan. Retribusi memiliki dua prinsip, yaitu sebagai sumber pendapatan 

(budgetary) dan sebagai pengatur (regulatory). Jenis-jenis retribusi daerah 

yang menjadi sumber penerimaan di Kota Tomohon pada tahun 2021 terdiri 

dari retribusi jasa umum, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, 

retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan 

bermotor, retribusi pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi, 

retribusi terminal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi IMB, 

retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.  
Tabel 2.61 

Rincian Retribusi Daerah Kota Tomohon 
Tahun Anggaran 2021 

No Uraian Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Persen
tase 

1 Jasa Umum 19.956.857.500,00 28.475.057.734,00 142,68 

2 
Pelayanan 
Persampahan/ 
Kebersihan 

2.000.000.000,00 1.192.040.037,00 59,6 

3 Pelayanan Parkir Di 
Tepi Jalan Umum 125.276.000,00 40.667.000,00 32,46 

4 Pengujian Kendaraan 
Bermotor 65.700.000,00 68.765.000,00 104,67 

5 
Pengawasan Dan 
Pengendalian Menara 
telekomunikasi 

45.200.000,00 97.163.000,00 214,96 

6 Retribusi Terminal 227.969.000,00 147.077.000,00 64,52 

7 Retribusi Tempat 
Rekreasi Dan Olahraga 1.000.000.000,00 510.030.000,00 51 

8 Retribusi IMB 1.089.385.738,00 606.726.283,00 55,69 

9 

Retribusi Izin Trayek 
Untuk Menyediakan 
Pelayanan Angkutan 
Umum 

26.500.000,00 450.000,00 1,7 

 JUMLAH 22.300.712.238 29.739.341.017 133,36 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan & Pendapatan Daerah Kota Tomohon 

(Tahun 2022) 

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia 
1) Rasio Lulusan S1/S2/S3 

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah 

menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan semakin tinggi 
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tingkat pendidikan yang ditamatkan, kualitas sumber daya manusia menjadi 

lebih baik. 

2) Rasio Ketergantungan 

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang 

harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap 

penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun 

umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena dilihat 

secara ekonomis masih bergantung pada orang tua atau orang lain yang 

menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga 

dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk 

usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja produktif. Atas dasar konsep 

ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada 

penduduk usia kerja. 
Gambar 2.18 

Rasio Ketergantungan di Kota Tomohon Tahun 2021 

 
Sumber: TDA BPS (2022) 

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator 
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penduduk tidak produktif. Besar kecilnya rasio ketergantungan sangat 
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Penyelenggaran pembangunan bidang pendidikan di Kota Tomohon 

yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan 

Menengah, dan Kebudayaan serta pengelolaan sarana prasarana 

pendidikan, namun demikian dalam pelaksanaannya baru Pendidikan 

Dasar yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu : 

a. Pendidikan anak usia dini; 

b. Pendidikan dasar; dan 

c. Pendidikan kesetaraan 

2. Indikator Dan Realisasi Pencapaian SPM 
Beberapa indikator tingkat pencapaian Standar Pelayanan 

Minimum (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon yang 

telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dapat digambarkan 

sebagai berikut 

No Indikator Capaian Ket. 

1 
Jumlah  Warga Negara Usia 5 – 
6 Tahun  yang berpartisipasi 
dalam pendidikan PAUD 

Jumalah peserta didik PAUD yang 
bersekolah di tahun 2020 dibagi 
dengan jumlah penduduk usia 5-6 
tahu 2.666/2.675 x 100 % 

99.66 % 

2 
Jumlah  Warga Negara  Usia 7 
-15  Tahun yang  berpartisipasi 
dalam pendidikan (SD/Mi, 
SMP/MTs 

Jumlah Siswa SD dan SMP di tahun 
ajaran 2021/2022 di bagi dengan 
jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun : 
13.251 dan jumlah siswa 7-15 tahun 
12.846. 

96.94% 

3 

Jumlah  Warga Negara Usia 7-
18 tahun yang menyelesaikan 
Pendidikan dasar atau 
menengah yang berpartisipasi 
dalam Pendidikan kesetaraan 

Jumlah anak usia 7 – 18 tahun 
yang belum menyelesaikan 
pendidikan dasar dan 
menengah yang sudah tamat 
atau sedang belajar di 
pendidikan kesetaraan 
418/17.936 x 100 % 

2.33% 

4 

Tersedia satuan pendidikan 
dalam jarak yang terjangkau 
dengan berjalan kaki yaitu 
maksimal 3 km untuk SD/MI 
dan 6 km jalan darat/air untuk 
SMP/MTs dari kelompok 
permukiman permanen di 
daerah terpencil; 

Masing-masing kelurahan di Kota 
Tomohon sudah tersedia SD/MI yang 
bisa dijangkau oleh penduduk dalam 
jarak maks 3 km. Sedangkan untuk 
SMP/MTs, masing-masing 
kecamatan  di Kota Tomohon sudah 
tersedia SMP/MTs yang bisa 
dijangkau oleh penduduk dengan 
jarak maks. 6 km dari permukiman. 

Tercapa
i (100%) 

5 

Jumlah peserta didik dalam 
setiap rombongan belajar 
untuk SD/MI tidak melebihi 32 
orang, dan untuk SMP/MTs 
tidak melebihi 36 orang. Untuk 
setiap rombongan belajar 
tersedia 1 (satu) ruang kelas 
yang dilengkapi dengan meja 
dan kursi yang cukup untuk 
peserta didik dan guru, serta 
papan tulis; 

Untuk SD/MI rata-rata peserta didik 
per rombel adalah 19,53, sedangkan 
untuk SMP/MTs rata-rata peserta 
didik per rombel adalah 27,03 

Tercapa
i (100%) 

6 

Setiap SMP dan MTs tersedia 
ruang laboratorium IPA yang 
dilengkapi dengan meja dan 
kursi yang cukup untuk 36 
peserta didik dan minimal satu 
set peralatan praktek IPA 
untuk demonstrasi dan 
eksperimen peserta didik; 

Jumlah SMP/MTS yang memiliki 
laboratorium sebanyak 14 sekolah 
dari 22 sekolah yang ada 

=(14/22
) x 
100% = 
63,63% 
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No Indikator Capaian Ket. 

7 

Setiap SD/MI dan SMP/MTs 
tersedia satu ruang guru yang 
dilengkapi dengan meja dan 
kursi untuk setiap orang guru, 
kepala sekolah dan staf 
kependidikan lainnya; dan di 
setiap SMP/MTs tersedia ruang 
kepala sekolah yang terpisah 
dari ruang guru; 

  Tercapa
i (100%) 

8 

Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) 
orang guru untuk setiap 32 
peserta didik dan 6 (enam) 
orang guru untuk setiap 
satuan pendidikan, dan untuk 
daerah khusus 4 (empat) orang 
guru setiap satuan pendidikan; 

  Tercapa
i (100%) 

9 

Setiap SMP/MTs tersedia 1 
(satu) orang guru untuk setiap 
mata pelajaran, dan untuk 
daerah khusus tersedia satu 
orang guru untuk setiap 
rumpun mata pelajaran 

  Tercapa
i (100%) 

10 

Setiap SD/MI tersedia 2 (dua) 
orang guru yang memenuhi 
kualifikasi akademik S1 atau 
D-IV dan 2 (dua) orang guru 
yang telah memiliki sertifikat 
pendidik 

  Tercapa
i (100%) 

11 

Di setiap SMP/MTs tersedia 
guru dengan kualifikasi 
akademik S-1 atau D-IV 
sebanyak 70% dan separuh 
diantaranya (35% dari 
keseluruhan guru) telah 
memiliki sertifikat pendidik, 
untuk daerah khusus masing-
masing sebanyak 40% dan 
20%; 

  Tercapa
i (100%) 

12 

Setiap SMP/MTs tersedia guru 
dengan kualifikasi akademik S-
1 atau D-IV dan telah memiliki 
sertifikat pendidik masing-
masing satu orang untuk mata 
pelajaran Matematika, IPA, 
Bahasa Indonesia, Bahasa 
Inggris, dan Pendidikan 
Kewarganegaraan 

  Tercapa
i (100%) 

13 

Setiap kabupaten/kota semua 
kepala SD/MI berkualifikasi 
akademik S-1 atau D-IV dan 
telah memiliki sertifikat 
pendidik 

Seluruh Kepala SD/MI di Kota 
Tomohon berkualifikasi S1 dan 
bersertifikat Pendidik 

Tercapa
i (100%) 

14 

Setiap kabupaten/kota semua 
kepala SMP/MTs berkualifikasi 
akademik S-1 atau D-IV dan 
telah memiliki sertifikat 
pendidik 

Seluruh Kepala SMP/MTs di Kota 
Tomohon berkualifikasi S1 dan 
bersertifikat Pendidik 

Tercapa
i (100%) 

15 

Setiap kabupaten/kota semua 
pengawas sekolah dan 
madrasah memiliki kualifikasi 
akademik S-1 atau D-IV dan 
telah memiliki sertifikat 
pendidik; 

Seluruh Pengawas Sekolah di Kota 
Tomohon berkualifikasi S1 dan 
bersertifikat Pendidik 

Tercapa
i (100%) 

16 

Pemerintah kabupaten/kota 
memiliki rencana dan 
melaksanakan kegiatan untuk 
membantu satuan pendidikan 
dalam mengembangkan 

Dilaksananakan kerjasama (MoU) 
dengan LPMP terkait pengembangan 
Kurikulum K-13 dan Pengembnagn 
Pendidikan Karakter 

Tercapa
i (100%) 
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No Indikator Capaian Ket. 
kurikulum dan proses 
pembelajaran yang efektif 

17 

Kunjungan pengawas ke 
satuan pendidikan dilakukan 
satu kali setiap bulan dan 
setiap kunjungan dilakukan 
selama 3 jam untuk 
melakukan supervisi dan 
pembinaan. 

Pengawas melakukan kunjungan 
setiap bulan dan melakukan 
supervisi dan pembinaan selama 3 
jam 

Tercapa
i (100%) 

JENIS 
PELAYANAN 

DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN Target 2021 Capaian 

2021 

PENDIDIKA
N DASAR 

Angka Putus Sekolah SD/MI 0,02 % 0,24 % 

Angka Putus Sekolah 
SMP/MTS 0,3 % 0,69 % 

Angka Kelulusan SD/MI 100 % 100 % 
Angka Kelulusan SMP/MTS 100 % 100 % 
Angka Melanjutkan SD ke SMP 100 % 100 % 
Angka Melanjutkan SMP ke 
SMA/SMK 100 % 100 % 

Presentasi SD yang 
terakreditasi 84,20 % 87.50 % 

Presentasi SMP yang 
terakreditasi 81 % 80 % 

Guru SD yang memenuhi 
kualifikasi S1 95 % 90.23 % 

Guru SMP yang memenuhi 
kualifikasi S1 95 % 79.76 % 

Pendidikan 
Kesetaraan 

APM Paket A 85 % 97,17 % 
APM Peket B 85 % 100 % 
APK Paket A 98,5 % 100 % 
APK Paket B 100 % 100 % 

Pendidikan 
Anak Usia 

Dini 
APK PAUD 55 % 99.66 % 

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (2021) 
Data diatas menunjukkan bahwa pencapaian terkait pelaksanaan SPM urusan 
pendidikan di Kota Tomohon telah terlaksana dengan baik, dimana 14 indikator 
dari 17 indikator telah mencapai hasil 100%, dan 2 indikator telah mendapatkan 
nilai diatas 95%. 
 Alokasi Anggaran 
 
Total anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon selama 
tahun 2021 sebesar Rp. 125.835.280.534 dan untuk urusan pendidikan telah di 
alokasikan sebesar Rp. 25.138.805.690,- dengan realisasi sebesar Rp. 
23.306.227.107, dengan rincian sebagai berikut: 

Tahun 
 

Belanja 
Anggaran Realisasi Sisa 

2021 125,835,280,534.00 119,265,256,975.00 6,570,023,559.00 

 Angaran Pendidikan 

2021 25,138,805,690.00 23,306,227,107.00 1,832,578,583 
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  PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERAPAN DAN 
PENCAPAIAN SPM 

N
O BIDANG URUSAN DAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI 

1 2 3 4 

1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 

a. Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Dasar 12.282.997.300.00 11.463.231.766.00 

b. Program Pendidikan Sekolah 
Menengah Pertama 8.685.910.740.00 

 
8.184.054.612.00 

 

c. Pengelolaan Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD) 2,423,881,450.00 2,167,658,200.00 

d. Pengelolaan Pendidikan 
Nonformal/Kesetaraan 1,529,699,400.00 1,279,414,029.00 

e. Program Pengembangan 
Kurikulum 52,316,800.00 47,868,500.00 

 f Program Pendidik Dan Tenaga 
Kependidikan 164,000,000.00 164,000,000.00 

 

2.1.5.2  Bidang Urusan Perumahan Rakyat 
1. Jenis Pelayanan Dasar 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar 
Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan 
Rakyat, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan 
minimal bidang Perumahan sebagai berikut : 
a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban 

bencana kabupaten/kota; dan 
b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang 

terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Jenis 
Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang 

Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis 
pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, 
dengan ketentuan: 
1) Pada saat masa pasca bencana; 
2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau 
3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota. Fasilitasi 

Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang 
Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung: 
1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau 
2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di 

lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi 
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dapat menimbulkan bahaya”. 
“Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara 

lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran 
Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai 
(DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti 
kawasan militer. 

Relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini 
dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati/Walikota 
bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan. 

 
2.  Target Pencapaian SPM oleh Daerah 
Dalam penerapan dan pencapaian SPM pemerintah Kota Tomohon 

mengacu kepada penerapan dan pencapaian SPM pusat sebagaimana 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 
Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yaitu 
sebagaimana pada tabel berikut ini : 

 
   Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kota Tomohon  
       Tahun 2021 

No. Jenis Pelayanan 
Dasar 

Indikator 
Pelayanan 

Target 
Capaian 

Batas 
Waktu 

Capaian 

1 

Penyediaan dan 
rehabilitasi Rumah 
Yang Layak Huni bagi 
Korban bencana 
Kabupaten / kota 

Jumlah Warga Negara 
korban Bencana yang 
memperoleh rumah layak 
huni 

100% Setiap 
Tahun 

2 

Fasilitasi penyediaan 
rumah yang layak 
huni bagi masyarakat 
yang terkena relokasi 
program Pemerintah 
Daerah Kabupaten / 
Kota 

Jumlah Warga Negara 
yang terkena relokasi 
akibat program 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota yang 
memperoleh fasilitasi 
penyediaan rumah yang 
layak huni 

100% Setiap 
Tahun 

 

3.  Realisasi 
a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban 

bencana kabupaten/kota; 
Dari perhitungan yang dilakukan terhadap indikator Penyediaan dan 

rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 
untuk Kota Tomohon tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

 
 

Indikator 

Jumlah unit rumah 
korban bencana yang 
ditangani pada tahun 

2021 

Jumlah total rencana 
unit rumah korban 
bencana yang akan 

ditangani pada tahun 
2021 

 
 

% 

Jumlah Warga Negara 
korban bencana yang 
memperoleh rumah layak 
huni 

 
0 

 
0 

 
0 
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Realisasi 0% untuk indikator Jumlah Warga Negara korban 
bencana yang memperoleh rumah layak huni, dikarenakan pada Tahun 
2019 dan tahun 2020, di Kota Tomohon tidak ada bencana yang 
mengakibatkan tidak di keluarkannya Surat penetapan bencana dari 
Walikota. Begitu juga dengan Dampak bencana di daerah administrasi 
kota Tomohon. 

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang 
terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota 

Dari perhitungan yang dilakukan terhadap indikator Penyediaan 
dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana 
kabupaten/kota untuk Kota Tomohon tahun 2021 adalah sebagai 
berikut: 

Indikator 

Rumah Tangga Penerima 
Fasilitasi Penggantian 
Hak Atas Penguasaan 

Tanah dan/atau 
Bangunan + Rumah 

Tangga Penerima Subsidi 
Uang Sewa + Rumah 

Tangga Penerima 
Penyediaan Rumah Layak 

Huni 

Jumlah Total 
Rumah Tangga 

Terkena Relokasi 
Program 

Pemerintah 
Daerah yang 
Memenuhi 

Kriteria Penerima 
Pelayanan 

 
 
 

% 

Jumlah Warga Negara 
yang terkena relokasi 
akibat program 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota yang 
memperoleh fasilitasi 
penyediaan rumah  
yang layak huni 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

Dalam pelaksanaan indikator Jumlah Warga Negara yang terkena 

relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang 

memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni ini dilaksanakan 

dalam rangka Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha. 

Untuk Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang 

berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi 

dapat menimbulkan bahaya” tidak ada kegiatan. Hal ini dikarenakan di 

Kota Tomohon tidak terdapat kawasaan perumahan yang berada di 

sempadan rel kereta api, dan permukiman di bawah jembatan. Begitu juga 

dengan perumahan yang berada di daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra 

Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, 

dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer. 

3.Alokasi Anggaran 
Realisasi anggaran kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 dalam penerapan 

pencapaian SPM adalah sebagai berikut : 
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Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 

NO PROGRAM/KEGIATAN 
JUMLAH 

ANGGARAN/PAGU 
(Rp) 

REALISASI % 

1 Program Pengembangan 
Perumahan 203.200.645,00 151.282.000,00 74,45

1.1 

Pendataan Penyediaan dan 
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 
dan Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

56.707.055,00 33.792.800,00 59,59 

 
1.2 

Sosialisasi dan Persiapaan Penyediaan 
dan Rehabilitasi Rumah Korban 
Bencana atau Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

6.649.610,00 6.445.500,00 
96,93

 

1.3 Penerbitan Izin Pembangunan dan 
Pengembangan Perumahan 134.450.980,00 105.674.000,00 78,60

1.4 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan 
Bangunan Gedung (SKGB) 5.393.000,00 5.369.700,00 99,57

2 Program Kawasan Permukiman 3.607.857.335,00 2.681.797.300,00 74,33 

2.1 
Penertiban Izin Pembangunan dan 
Pengembangan Kawasan Permukiman 506.688.160,00 480.786.500,00 94,89 

2.2 
Penataan dan Peningkatan Kualitas 
Kawasan Permukiman Kumuh dengan 
luas dibawah 10 (sepuluh) Ha 469.880.175,00 91.944.800,00 19,57 

2.3 
Peningkatan Kualitas Kawasan 
Permukiman Kumuh dengan Luas di 
Bawah 10 (sepuluh) Ha 2.631.289.000,00 2.109.066.000,00 80,15 

3 
Program Peningkatan Prasarana, 
Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 9.310.094.924,00 9.145.669.201,00 98,23 

3.1 
Urusan Penyelenggaraan PSU 
Perumahan 9.310.094.924,00 9.145.669.201,00 98,23 

4 

Program Peningkatan Pelayanan 
Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, 
dan Registrasi Bidang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman 

6.966.300,00 6.864.500,00 98,54 

4.1 

Sertifikasi dan Registrasi bagi orang 
atau Badan Hukum yang 
Melaksanakan Perancangan dan 
Perencanaan Rumah serta 
Perencanaan Prasarana, Sarana dan 
Utilitas Umum (PSU) Tingkat 
Kemampuan Kecil 

6.966.300,00 6.864.500,00 98,54 
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2.1.5.3  Bidang Urusan Sosial 
1. Jenis Pelayanan Dasar 
 Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor9 Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang sosial 

di daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan 

dasar yang tertuang dalam SPM Bidang Sosial adalah sebagai berikut : 

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti 

2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial 

3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti 

4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis 

diluar panti sosial 

5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat 

bencana bagi korban bencana kabupaten/kota 
2. Target dan Pencapaian SPM Urusan Bidang Sosial pada Dinas Sosial 

Derah Kota Tomohon 
  Target, Realisasi dan Pencapaian SPM Urusan Bidang Sosial Pemerintah 

Kota Tomohon mengacu pada target dan pencapaian pusat yaitu pada 

Kementerian Sosial dimana Kementerian telah menetapkan indikator 

sebagaimana pada tabel berikut ini  : 

Tabel 2.     

   Capaian SPM Bidang Sosial di Kota Tomohon Tahun 2021 
   
 

No
. 

 
Jenis 

Pelayanan 
Dasar 

 
Sub Kegiatan 

 
Standar Pelayanan 

Minimal 
(indicator) 

 
Tar
get 
(%) 

 
Capaian 

(%) 
Angga

ran 
Permasala

han Solusi 

 
1 

Pelaksanaan 
program 
/kegiatan 
Bidang 
Sosial 

a.Pemberian                
bantuan sosial 
bagi penyandang 
Masalah 
Kesejahtraan 
Sosial skala 

1. Persentase PMKS 
skala  Kab/Kota yang 
memperoleh bantuan 
sosial untuk 
pemenuhan 
kebutuhan dasar 

100 (1580/4
449)X10
0% 

 
=  100 

Rp.30.
000.0

00 

  

  b. Pelaksanaan 
kegiatan 
pemberdayaan 
sosial skala 
Kabupaten/Kota 

 2.Persentase PMKS 
skala Kab/Kota yang 
menerima program 
pemberdayaan sosial 
melalui kelompok 
Usaha Bersama 
(KUBE) atau 
kelompok sosial 
ekonomi sejenis 
lainnya. 

100 (146/15
8) 
X100% 

 
=  94,35 

Rp.34
2.666.
800 

  

 
2 

Penyediaan 
Sarana dan 
prasarana 
sosial 
 

a. Penyediaan 
sarana 
prasarana panti 
sosial skala 
kabupaten/kot
a 

3. Persentase panti 
sosial skala 
kabupaten/kota 
yang menyediakan 
sarana prasarana 
pelayanan 
kesejahtraan sosial 

100 (1/6) 
X100% 
 
=  
 

 Anggara
n Tidak 
Mencuk

pi 

Penamb
ahan 

Anggara
n 

  b. Penyediaan 
sarana 
prasarana 
pelayanan luar 
panti skala 
Kabupaten/Kot
a 

 4.Persentase wahana 
kesejahtraan sosial 
berbasis masyarakat 
(WKBSM) yang 
menyediakan sarana 
prasarana pelayanan 
kesejahteraan sosial 

100 (222/76
6) 
X100% 
 
=  

 Anggara
n Tidak 
Mencuk

pi 

Penamb
ahan 

Anggara
n 

 
3 

Penanggula
ngan 

a.Bantuan sosial 
bagi korban 

 5.Persentase korban 
bencana skala 
kabupaten/kota 

100 (84/84)
X100% 
 

Rp.86.
907.4

00 

  

I I I 
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No
. 

 
Jenis 

Pelayanan 
Dasar 

 
Sub Kegiatan 

 
Standar Pelayanan 

Minimal 
(indicator) 

 
Tar
get 
(%) 

 
Capaian 

(%) 
Angga

ran 
Permasala

han Solusi 

Korban 
Bencana 

bencana skala 
Kabupaten/Kota 

yang menerima 
bantuan sosial 
selama masa 
tanggap darurat 

= 99,95 

  b. Evakuasi korban 
bencana skala 
Persentase 
PMKS skala  
Kab/Kota yang 
memperoleh 
bantuan sosial 
untuk 
pemenuhan 
kebutuhan dasar 
Kabupaten/Kota 

 6. Persentase korban 
bencana skala 
kabupaten/kota 
yang dievakuasi 
dengan 
menggunakan 
sarana prasarana 
tangga darurat 
lengkap 

100 (84/84) 
X100% 
 
= 99,96 

Rp.59
6.633.
500 

  

 
4 

Pelaksanaan 
dan 
pengembang
an jaminan 
sosial bagi 
penyandang 
cacat fisik 
dan mental 
,serta lanjut 
usia tidak 
potensial 

a.  
Penyelenggaraa
n jaminan 
sosial skala 
Kabupaten/Kot
a 

 7. Persentase (%) 
penyndang cacat 
fisik dan mental, 
serta lanjut usia 
tidak potensial yang 
telah menerima 
jaminan sosial 

50 (233/66
56) 
X100% 
 
= 92,55 

Rp.25
3.465.
050 

  

    Cap
aian 

(377,06/7
)X100% =        
% 

   

 
2.1.5.4  Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 

    1.       Jenis Pelayanan Dasar  
 

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka 

penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh 

oleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM)  urusan  BIdang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di 

Kota Tomohon yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Tomohon berpedoman pada Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2018 sebagai  implementasi dari 

kebijakan dan strategi yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum 

yang dijadikan acuan bagi Pemerintah Kota/Kabupaten dalam hal ini Jenis 

Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum sub bidang air minum 

Daerah kabupaten/kota terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air 

minum sehari – hari. 

 
2.     Target Pencapaian SPM oleh Daerah 

         Dalam penerapan dan pencapaian SPM pemerintah Kota Tomohon 

mengacu pada Penerapan dan pencapaian SPM pusat sebagaimana dalam 

peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2018 

I I I 
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Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal seperti pada tabel berikut 

: 

No Jenis 
Pelayanan 

Dasar 

Indikator Pelayanan Target 
Capaian 

Batas 
Waktu 

Capaian 
1 Penyediaan Air 

Bersih 
Jumlah Rumah Tangga 
Penguna Air Bersih yang 
terlayani 

     100 % Setiap 
Tahun 

 
3.     Realisasi  

Perhitungan realisasi dari SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Daerah Kota Tomohon sebagai berikut : 

    Indikator Persentase rumah tangga pengguna air bersih dihitung dengan 

rumus : 

- Rumah tangga pengguna air bersih : 

       Jumlah rumah tangga pengguna air bersih (SR) 

                           X 100 % 

                Jumlah seluruh rumah tangga 

 

   =                 10.986   x 100 % =   54.37  %  

                            20.204 

Dari data  di atas terlihat bahwa capaian penerapan pelayanan SPM 

penyediaan pemenuhan kebutuhan air minum  tahun 2021  hanya 

mencapai  54.37 % dari target yang di tetapkan oleh karena  terjadi 

penurunan jumlah Rumah tangga yang terlayani air minum di karenakan 

adanya kerusakan-kerusakan jaringan infrastruktur air minum , untuk 

perbaikan jaringan infrastruktur air minum yang akan dilaksanakan di 

Tahun 2022 sebisa mungkin akan memaksimalkan Sambungan Rumah 

(SR) yang aktif . 

 

4.     Alokasi Anggaran 
         Adapun  anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2020 sesuai Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang tertata dalam APBD Kota 

Tomohon sebesar Rp. 128.689.723.618,-terdiri dari Belanja Operasi Rp. 

9.669.941.784 ,- dan Belanja modal Rp.119.019.781.834,- dengan realisasi 

sebesar  Rp.61.575.135.760 ,- atau 47.85 %  dimana dengan alokasi 

program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum RP. 

26.963.883.677 dengan capaian realisasi sebesar RP. 8.537.684.695 atau 

31 %. Dengan alokasi pada program dan kegiatan yang menyangkut SPM 

sebagai berikut : 
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Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                 
Daerah Kota Tomohon 

Tahun 2021 

No Program / Kegiatan 
Jumlah 

Anggaran / 
Pagu (RP) 

Realiasasi % 

I Program Pengelolaan dan 
pengembangan sistem 
penyediaan air minum 

26.963.883.677 8.537.684.695 31  

 Kegiatan Pengeolaan dan 
pengebangan sistem 
penyediaan air  minum 
(SPAM) di Daerah 
Kabupaten / Kota 

26.963.883.677 8.537.684.695 31  

I.I Sub kegiatan peningkatan 
SPAM jaringan perpipaan di 
kawasan perkotaan 

26.693.666.740 8.308.936.195 31 

I.2 Sub Kegiatan Operasi dan 
pemeliharaan SPAM di 
kawasan perkotaan  

270.216.937 270.216.937 100 

 
 

2.1.5.5  Bidang Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum 
Target pencapaian pelaksanaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di 

Kota Tomohon belum mencapai target nasional yang telah ditetapkan berdasarkan 

Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan belum 

terbangunnya sinkronisasi antara perencanaan dengan pelaksanaan teknis 

dilapangan dan semoga ditahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan.  

Di tahun 2021 ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kota Tomohon 

berupaya melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam 

Negeri sesuai dengan amanah dari Permendagri dengan segala keterbatasan yang 

ada.   

Berikut tabel indikator kinerja SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri, 
target dan capainya:  
 Indikator SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Target dan Capaiannya  

 

No 
Indikator Kinerja SPM Bidang 

Pemerintahan  
Dalam Negeri  

Target Capaian Keterangan 

1  2  3  4  5  

1  Persentase Penegakan Peraturan 
Daerah 100%  100%     

2  Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 
(Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)  100%  100%    

3  Persentase Pelayanan Penyelamatan 
dan Evakuasi Korban Kebakaran   100%  100%     

I I I 
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